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ABSTRAK 

 

Nama   : Aisyah Dini  

NIM   : 0503173246  

Fakultas  : Ekonomi dan Bisnis Islam  

Jurusan  : Perbankan Syariah (S1)  

Pembimbing  : 1. Dr. Hj. Yenni Samri Juliaty, MA  

  2. Nuri Aslami, M.Si  

Judul Penelitian : Analisis Asymmetric Information dalam Penerapan 

Pembiayaan Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah di 

Indonesia 

Akad mudharabah merupakan core product perbankan syariah yang jumlah 

pembiayaannya masih sangat sedikit. Sebagai kontrak kerja sama yang 

mempertemukan dua pihak yang berbeda, kontrak pembiayaan mudharabah 

memerlukan kesepakatan dan ketentuan yang meliputi kedua pihak. Untuk itu, 

akad ini mengutamakan kejujuran dan amanah untuk menghindari asymmetric 

information atau informasi yang tidak seimbang dimana agent memiliki informasi 

yang lebih dari principal, sehingga agent berpotensi melakukan penyimpangan. 

Pada penelitian ini penulis merumuskan permasalahan yang meliputi bagaimana 

asymmetric information yang terjadi pada pembiayaan mudharabah, bagaimana 

dampak yang ditimbulkan oleh asymmetric information pada pembiayaan 

mudharabah, dan bagaimana upaya untuk mengurangi terjadinya asymmetric 

information yang terjadi pada pembiayaan mudharabah. Penelitian ini dilakukan 

untuk memperlihatkan hasil rumusan masalah di atas dengan metode kualitatif. 

Dengan sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder, dan 

kemudian dianalisis dengan teknik analisis dekskriptif kualitatif. Hasil yang 

ditemukan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil yang penulis temukan 

adalah penyembunyian informasi, karakter nasabah yang sulit diketahui 

kebenarannya dan kesalahan analisa merupakan asymmetric information dalam 

bentuk adverse selection. Adapun penyimpangan penggunaan dana merupakan 

asymmetric information dalam bentuk moral hazard. Masalah asymmetric 
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information dapat menyebabkan risiko gagal bayar maupun penurunan kualitas 

pembiayaan. Untuk mengatasi masalah tersebut perbankan syariah perlu 

melakukan screening, verifikasi, monitoring, dan meningkatkan penerapan etika 

syariah. 

Kata kunci : asymmetric information, pembiayaan mudharabah, agency problem, 

perbankan syariah. 
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ABSTRACT 

 

Name   : Aisyah Dini  

Student ID  : 0503173246  

Faculty  : Islamic Economics and Business  

Department  : Islamic Banking (Bachelor Degree)  

Supervisor  : 1. Dr. Hj. Yenni Samri Juliaty, MA 

  2. Nuri Aslami, M.Si  

Research Title  : Analysis of Asymmetric Information in the Application of 

Mudharabah Contract Financing in Islamic Banking in 

Indonesia 

Mudharabah contract is a core product of Islamic banking, the number of which 

is still very small. As a cooperation contract that brings together two different 

parties, the mudharabah financing contract needs to include the agreement and 

terms of both parties. For this reason, this contract prioritizes honesty and 

trustworthiness to avoid asymmetric information or unbalanced information 

where the agent has more information than the principal, so that the agent has the 

potential to make deviations. In this study, the authors formulate problems that 

include how asymmetric information occurs in mudharabah financing, how the 

impact of asymmetric information on mudharabah financing, and how to reduce 

the occurrence of asymmetric information that occurs in mudharabah financing. 

This research was conducted to show the results of the above problem formulation 

with a qualitative method. With data sources that come from primary data and 

secondary data, and then analyzed by qualitative descriptive analysis techniques. 

The results found are qualitative descriptive analysis techniques. The results that 

the authors find are information concealment, the character of customers who are 

difficult to know the truth and the error of analysis is asymmetric information in 

the form of adverse selection. The deviation in the use of funds is asymmetric 

information in the form of moral hazard. The problem of asymmetric information 

can lead to the risk of default and a decrease in the quality of financing. To 
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overcome this problem, Islamic banking needs to conduct screening, verification, 

monitoring, and improve the application of sharia ethics. 

Keywords: asymmetric information, mudharabah financing, agency problems, 

Islamic banking. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah  

Bankl menjadi lembagal keuangan yangl berperan lpenting ldalam 

perekonomianl suatu lnegara. . Peran bank sebagai penghimpun dan penyalur 

dana masyarakat menjadi suatu strategi dalam rangka pembangunan ekonomi 

untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. 

Menurutl UU Republikl Indonesial Nomor 10l Tahun 1998l tanggall 10l 

November 1998l tentang lperbankan, yangl dimaksud denganl perbankan adalahl 

badan usahal yang menghimpunl dana daril masyarakat ldalam bentukl simpanan 

danl menyalurkan kepadal masyarakat ldalam lbentuk kreditl dan ataul bentuk-

bentukl lainnya dalaml rangka lmeningkatkan ltaraf hidupl rakyatl banyak1. 

Industril Perbankan Indonesial menerapkan sisteml perbankan lganda 

yaitu Bankl Umum Konvensionall dan Bankl Umum Syariahl yang lsecara 

implisitl diatur dalaml UU lNo. 7 Tahunl 1992 Tentangl Perbankan ldan 

dijabarkanl secara rincil dalam Peraturanl Pemerintah lNo. 72l Thun l1992 

tentangl Bank berdasarkanl Prinsip Bagil Hasil ataul yang ldisebut lBank lSyariah. 

Dimana bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syariah dalam 

melakukan jelas keberadaan perbankan syariah di tanah air telah mendapatkan 

pijakan kokoh. Keberadaan bankl syariah ldiharapkan ldapat memberikanl 

sumbangan terhadapl pertumbuhan ekonomil masyarakatl melaluil pembiayaan-

pembiayaanl yangl ada. Dalaml UU lNo. 21 lTahun 2008l mengenai Perbankanl 

Syariahl dijelaskan pengertianl perbankanl syariahl yaitu segalal sesuatu yangl 

menyangkut bankl syariah danl unitl usahal syariah, lmencakup lkelembagaan, 

dan mencakupl kegiatan lusahanya. Bankl syariah adalahl bank yangl 

 
1 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2009), h. 24. 
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menjalankan kegiatanl usahanyal berdasarkan padal prinsip syariahl dan 

menurutl jenisnya lbank lsyariah terdiril dari BUSl (Bankl lUmum lSyariah), UUSl 

(Unitl Usaha lSyariah) danl BPRSl (Bankl Pembiayaanl Rakyat lSyariah)2. 

Sebagaimana yang diketahui, basisl yang digunakanl dalam lpraktik 

perbankanl konvensional adalahl menggunakan basisl bungal (interest lbased). 

Dimanal salah satul pihakl atau lnasabah, bertindakl sebagail peminjaml dana danl 

pihak yangl lainnyal atau bankl bertindak lsebagai pemberil pinjamanl dana. Atasl 

dasar lpinjaman ltersebut, nasabahl dikenakanl bungal sebagai kompensasil dari 

pertangguhanl waktu pembayaranl utangl ltersebut, denganl tidakl melihat 

apakahl usaha nasabahl mengalamil keuntunganl ataupun tidak3.  

Bank syariah beroperasi tanpa bungal atau denganl kata llain, lembagal 

keuangan yangl memberikanl pelayanan pembiayaanl dan ljasa-jasal lainnyal 

disesuaikanl dengan prinsipl syariah Islaml yangl bertujuan menghindari praktik 

riba yang diharamkan. Sebagai alternatif dari sistem bunga ini, bank syariahl 

menggunakanl sistem pembagianl baikl keuntungan maupunl kerugian yangl 

disebutl sistem lbagi lhasil. Istilah lbagi lhasil juga disebut Profit and Loss 

Sharing yang dapat diartikan bahwal bankl syariah akanl memberikan sumberl 

pembiayaanl (finansial) kepadal peminjaml (debitur) berdasarkanl bagi 

keuntunganl dan kerugianl yangl disebut lsistem bagi hasil.  

Istilah bagi hasil juga disebut Profit and Loss Sharing yang dapat 

diartikan bahwal bankl syariah akanl memberikan sumberl pembiayaanl 

(finansial) kepadal peminjaml (debitur) berdasarkanl bagi lkeuntungan dan 

kerugian4. 

 
2 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Grup, 

2013), h.7 
3 Isnaini Harahap, et. Al., Hadis-Hadis Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 

203 
4 Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, 

(Medan: FEBI UINSU Press, 2018), h. 146 
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Secaral umum bagil hasil dalaml perbankan syariahl dilakukan ldalam 

limal akad lutama lyaitu: lsyirkah la’mal, syirkahl mudharabah, lsyirkah 

wujug, lsyirkah ‘inan, danl syirkah lmufawadhah. Musyarakah dan 

Mudharabah merupakan akadl yang palingl banyakl dipakai dil bank syariahl 

yangl tergolong sebagai kontrak bagi hasil5.  

Akadll musyarakah adalahl transaksi penanamanl dana daril dua latau 

lebihl pemilik danal untuk menjalankanl usaha tertentul sesuai lsyariah 

denganl pembagian hasill usaha antaral kedua belahl pihak lberdasarkan 

nisbahl yang ldisepakati, sedangkanl pembagian kerugianl berdasarkanl 

proporsil modal lmasing-masing. Sedangkan lmudharabah merupakan 

kegiatan kerjasama antara dua pihak untuk mencapai kepentingan bersama.  

Seperti yang dikemukakan Kasmir dalam buku Dasar-Dasar 

Perbankan, pengertianl al-mudharabahl adalah akadl kerja samal antara ldua 

lpihak, dimanal pihak pertamal yang menyediakanl seluruh modall dan lpihak 

lain menjadil pengelola6.  

Mudharabahl biasanya di terapkan padal produk lpembiayaan latau 

pendanaanl seperti pembiayaanl modal lkerja. Dengan keterbatasan pemilik 

modal dan pengelola, mudharabah menjadi solusi untuk kesejahteraan 

ekonomi bersama. 

Namun dalam praktik dil lembaga keuanganl syariah dil Indonesial 

produkl pembiayaan yangl menggunakan akad mudharabahl masihl sedikit 

dibandingkan dengan akad murabahah. Hal ini dapat dilihat dari Statistik 

Perbankan Syariah per Desember 2020, pembiayaan murabahah 

 
5 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2015), h. 239 
6 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 

h. 249 
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mendominasi sebesar sebesar 46% atau Rp 172,54 triliun dari total 

pembiayaan bank syariah Rp370,74 triliun7.  

Tabell 1.1l Total Pembiayaanl Berdasarkan Jenisl Akadl 

Sumber : Statistik Perbankan Syariahl OJK (data diolah) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Murabahah 139.539 150.276 154.805 160.654 172.540 

Musyarakah 78.421 101.561 129.641 157.491 174.919 

Mudharabah 15.292 17.090 15.866 13.779 11.854 

 

Hal ini dianggap terjadi karena produk pembiayaan mudharabah 

diduga memiliki risiko tingkat tinggi terutama terhadap risiko agency 

problem. Kontrakl mudharabah adalahl kontrak menanggungl untung ldan 

rugil antara pemilikl danal dengan lnasabah. Padal hubungan lkontrak lseperti 

inil diperlukan salingl keterbukaanl anatara kedual belah pihakl dalam lhal 

untungl dan rugil bisnis lyangl dijalankan. Jikal salahl satul pihakl dalam hall 

inil adalah nasabahl tidak menyampaikanl secara transparanl tentang lhal-hal 

yangl berhubungan denganl hasill kinerja usaha, sehinggal dapat lterjadi 

aktivitasl adverse selectionl dan lmoral lhazard. Dalaml transaksi lkeuangan 

masalahl adverse selectionl dan morall hazard merupakanl masalahl 

lasymmetric linformation. Dimana kontrakl mudharabah adalahl kontrakl 

pembiayaan yangl sarat denganl kegiatan lasymmetric linformation. 

Asymmetricl informationl adalah kondisi dimana antara kedua belah 

pihak salah satunya memilikil informasi yangl lebih baikl daripada lpihak 

lain8.  

 
7  OJK, Statistik Perbankan Syariah-Desember 2020, 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-

syariah/Default.aspx diakses pada 24 Maret 2021. 
8  Zaenal Arifin, “Pengaruh Asymmetric Infrmation terhadap Efektivitas 

Mekanisme Pengurangan Masalah Agensi” dalam Jurnal Sinergi, Vol. 9 No. 2, Juni 2007, 

h. 168. 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx
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Memiliki lebih banyak informasi disini berkaitan dengan dua aspek 

yaitu9: 

1. Mudharib mendesain kontrak dengan shahibul maal sehingga 

mudharib lebih memiliki kemampuan untuk mengobservasi 

permintaan maupun produktivitas usaha. 

2. Hanyal mudharib yangl mampu mengobservasil tingkat lusaha lyang 

dilakukanl tanpa campurl tangan lshahibul lmaal.  

Asymmetric information merupakan bagian dari lteori lkeagenan 

(agencyl theory) yang pertamal kalil dikemukakan olehl Jensen ldan 

Mecklingl (1976) dalaml artikel yangl berjudul Thel Theory ofl The lFirm: 

Manageriall Behavior, Agencyl Cost, andl Ownership lStructure. lDalam 

kajianl artikelnya Jensenl dan Mecklingl mengemukakan bahwal adanyal 

hubunganl kerja antaral pihak yangl memberi lwewenang, lyaitu linvestor 

selakul principal denganl pihak yangl menerima lwewenang, yaitul manajerl 

selakul agent, dalaml bentuk kontrakl kerja samal yang ldisebut “nexusl ofl 

lcontract”, yangl berarti kontrakl tersebut bersifatl eksplisit ldan limplisit, 

serta adanyal pendelegasian beberapal wewenang pengambilanl keputusanl 

kepadal agen10. 

Antonio (2001) menyatakan bahwa ketika menyadaril akanl 

rumitnyal persoalan lyang ldihadapi, makal bank lsyariah lcenderung 

menghindaril pembiayaan investasil dengan lcara lmudharabah, dan lsebagai 

gantinyal digunakan skemal musyarakah lmutanaqisah. lHal lini 

menunjukkanl bahwa dalaml kontrak pembiayaanl mudharabahl di 

dalamnyal sarat lrisiko, utamanyal risiko yangl berkaitan denganl masalah 

lagency. Alasanl ini dapatl muncull karena disebabkanl oleh lfaktor leksternal 

 
9 Friyanto, “Pembiayaan Mudharabah, Risiko, dan Penanganannya dalam Jurnal 

Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 15 No. 2, September 2013, h. 113 
10  Syarifah Rahmawati, Konflik Keagenan dan Tata Kelola Perusahaan di 

Indonesia, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2017), h. 7. 
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lbank, yaitul kondisi masyarakatl pengguna jasal pembiayaan ljenis 

lmudharabah. 

Kondisil masyarakat yangl dimaksud adalahl keadaan ltingkat 

kejujuranl masyarakat dalaml menggunakan produkl pembiayaan 

lmudharabah. Hal ini dianggap sukar diatasi dikarenakan tindakan 

pelanggaran hukum yang belakangan dilakukan oleh sebagain masyarakat 

Indonesia. 

Pada Laporan Sekjen Transparansi Internasional Indonesia 

menyampaikan bahwa Indonesia tercatat sebagai negara kelima terkorup 

di dunia dari 146 negara. Sementara itu, catatan Indonesia Coruption 

Watch selama tahun 2004 menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 432 

kasus korupsi yang meliputi hampir seluruh wilayah. Dua laporan tersebut 

menunjukkan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan di Indonesia 

menggambarkan tindakan korupsi sebagai gambaran keadaan yang 

menunjukkan tidak adanya kejujuran pada sebagian masyarakat di 

Indonesia. Jikal hal inil terus lterjadi, makal akan sulitl kondusif luntuk 

memberlakukan kontrak bisnis yang kedua belah pihak saling 

menanggung untung dan rugi, seperti kontrak bisnis mudharabah11. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, corel product bankl syariah 

adalahl produk syirkahl (musyarakahl dan lmudharabah), lnamun 

kenyataannyal jenis produkl mudharabah masih memilikil portofolio lyang 

lkecil. Keadaanl ini terjadil karena padal kontrak lmudharabah lternyata 

banyakl mengandung lrisiko, utamanyal yang dihadapil oleh pihakl shahibull 

maal (principal). Risikol tersebut berkaitanl dengan ladanya lasymmetric 

informationl dalam bentukl adverse selectionl  dan lmoral lhazard. 

Berdasarkan uraian di atas, perlul dilakukan lpenelitian lmasalah 

keagenanl dalam kontrakl bagi hasill terutama mudharabah pada lperbankan 

syariahl di Indonesial dengan menganalisisl masalah keagenanl asymmetric 

 
11 Muhammad. Manajemen Pembiayaan Mudharabah, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2019), h. 4. 
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information yang kerap terjadi pada pembiayaan akad mudharabah. 

Masalahl keagenan inil diketahui memicul pembiayaan bermasalahl dalaml 

kontrakl bagi hasill seperti mudharabah sehinggal berdampak lpada 

rendahnyal pendapatan sertal penerapan kontrakl bagi lhasil lperbankan 

lsyariah. Dengan begitu, penelitian inil diberi judul Analisis Asymmetric 

Information Dalam Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada 

Perbankan Syariah di Indonesia. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkanl latar belakangl di atasl penulis lmerumuskan rumusanl 

masalahl sebagai lberikut : 

1. Bagaimana asymmetricl informationl yang lterjadi lpada 

lpembiayaan lMudharabah? 

2. Bagaimana dampakl yang ditimbulkanl oleh lasymmetric 

informationl pada pembiayaan Mudharabah? 

3. Bagaimanal upaya penangananl asymmetric linformation lyang 

mungkin terjadil pada lpembiayaan lMudharabah? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Sesuail dengan rumusanl masalahl di atas, makal perlu ldiketahui 

tujuanl penelitian lini ladalah : 

1. Untukl menjelaskan bagaimanal asymmetric linformation lyang 

dapat terjadil pada lpembiayaan lMudharabah. 

2. Untukl menjelaskan bagaimanal dampak yangl ditimbulkan ldari 

asymmetricl information padal pembiayaan lMudharabah. 

3. Untukl menjabarkan bagaimanal penanganan latas lasymmetric 

informationl yang terjadil pada lpembiayaan lMudharabah. 
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D. Batasan Istilah 

Untukl menghindaril terjadinya pembahasanl yang ltidak ltepat lsasaran, 

penulisl membatasil penjelasan istilah-istilahl yangl digunakan dalaml penelitian 

lini, adapunl beberapal batasan istilahl yang lperlu dijelaskanl adalah lsebagail 

berikut : 

1. Analisisl adalah penyelidikanl terhadap lsuatu lperistiwa 

(karangan, lperbuatan, dan lsebagainya) luntuk lmengetahui 

keadaanl yang sebenarnyal (sebab-musabab, lduduk perkaranya, 

ldan lsebagainya). 

2. Asymmetricl information adalahl kondisi dimanal antara kedua 

belah pihakl salah satunya memilikil informasi yangl lebih lbaik 

daripada lpihak llain. 

3. Pembiayaan mudharabahl adalah akadl kerjasama lyang 

dilakukanl antara pemilikl dana yangl menyetorkan lmodalnya 

kepadal pengelola lusaha, denganl ketentuan lhasil ldan 

keuntunganl yang akanl dibagil berdasarkan ketentuan yang telah 

disepakati. 

4. Perbankanl Syariah adalahl suatu  perbankanl yangl pelaksanaan 

operasionalnya berdasarkanl hukum lIslam.  

 

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematikal pembahasanl merupakan lpokok-pokok luraian lyang akanl 

dibahas dalaml skripsi secaral terperinci yangl disusun lmenjadi lbagian-bagian 

yangl saling lberkaitan. Sistematika pembahasan ldalam penelitianl ini adalahl 

sebagai lberikut : 

1. BABl I : PENDAHULUANl 

Dalaml bab inil penulis menguraikanl latar lbelakang lmasalah, 

rumusan lmasalah, tujuan lpenelitian, manfaat lpenelitian, 

batasan istilah danl sistematikal pembahasan. 

2. BABl II : LANDASANl TEORIl 
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Babl ini membahasl pengertianl perbankan syariah, fungsi 

perbankan syariah, pengertian dan dampak asymmetric 

information, pembiayaan mudharabah, teori keagenan, dan 

tinjauan pustaka pada penelitian terdahulu, serta alur penelitian. 

3. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode 

analisis data yang digunakan pada penelitian ini. 

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum penelitian, hasil penelitian, dan 

pembahasan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan. 

5. lBAB lV : lPENUTUP 

Babl ini berisil kesimpulan yangl ditarik daril penelitian lyang 

ltelah ldilakukan, saranl dari penulis untuk Perbankanl Syariah ldi 

Indonesial maupun peneliti selanjutnya agarl lebihl baik dalam 

melakukan penelitian di masa depan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teoritis 

1. Perbankan Syariah 

a. Pengertian Perbankan Syariah 

Pengertian syariahl ataul perbankan Islaml ((al-Mashrafiyahl al-

lIslamiyah) adalahl suatu sisteml perbankan yangl pelaksanaannyal 

berdasarkanl hukum Islaml (syariah). Sisteml inil dibentuk 

berdasarkanl adanya laranganl dalam agamal Islam luntuk 

meminjamkanl atau memungutl pinjaman denganl mengenakanl 

bungal pinjam (riba), sertal larangan untukl berinvestasi lpada lusaha-

usahal yang bersifat lharam.  

Dil Indonesia, regulasil tentang bankl syariah tertuangl dalam 

lUU No. 21l Tahun 2008l tentang Perbankanl Syariah. Bankl syariahl 

adalahl bank yangl menjalankan kegiatanl usahanya lberdasarkan 

prinsipl syariah danl menurut jenisnyal terdiri atasl Bank lUmum 

lSyariah, Unitl Usaha lSyariah, danl Bank Pembiayaanl Rakyatl 

Syariah12. 

Menurutl Undang-Undangl Republik Indonesial Nomor l21 

Tahunl 2008 Tentangl Perbankan Syariahl pada Babl 1 Pasall 1 danl 

ayatl 7 disebutkanl bahwa Bankl Syariah adalahl bank lyang 

menjalankanl kegiatan usahanyal berdasarkan prinsipl syariah ldan 

menurutl jenisnya terdiril atas Bankl Umum Syariahl dan lBank 

Pembiayaanl Rakyat lSyariah. 

 

b. Prinsip Perbankan Syariah 

Perbankan syariahl bertujuan sama dengan lperbankan 

lkonvensional, yaitul agar lembagal perbankan dapatl menghasilkanl 

 
12  Andri Seomitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : 

Prenadamedia Group, 2017), h. 58 
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keuntunganl dengan caral meminjamkan lmodal, lmenyimpan ldana, 

membiayail kegiatan lusaha, ataul kegiatan lainnyal yang lsesuai. 

Prinsipl hukum Islaml melarang lunsur-unsur dil bawah inil adalah 

ltransaksi-transaksi lperbankan ltersebut : 

1. Perniagaanl atas lbarang-barang lyang lharam 

2. Bungal 

3. Perjudianl dan spekulasil yang ldisengaja, lserta 

4. Ketidakjelasanl danl manipulatif13 

Aflazur Rahman dalam bukunya Islamic Doctrine on 

Banking and Insurance berpendapat bahwa prinsip perbankan 

syariah bertujuan membawa kemaslahatan bagi masyarakat 

terutama nasabah, karena menjanjikan keadilan yang sesuai dengan 

syariah dalam sistem ekonominya14. 

c. Fungsi dan Peran Perbankan Syariah 

Berbicara tentang peranan maka tidak dapat dipisahkan 

dengan fungsi dan kedudukannya. Adapun fungsil dan lperan lbank 

syariahl yang tercantuml dalam pembukaanl standar lakuntansi lyang 

dikeluarkanl olehl AAOFI (Accountingl and Auditingl Organizationl 

forl Islamicl Finansial Instituional), lsebagai lberikut : 

a. lManajer linvestasi, yaitu bankl syariah dapatl berperan 

mengelolal investasi ldana lnasabah. 

 
13 Akhirul Lutfinanda, “Analisis Pengaruh Pengungkapan Syariah Compliance 

Terhadap Kepatuhan Perbankan Syariah Pada Prinsip Syariah (Studi Kasus BPRS Kota 

Semarang)” dalam Jurnal Maksimum, Vol. 4 No. 1, September 2013- Februari 2014, h. 

25. 
14  Wikipedia, “Perbankan Syariah”, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah diakses pada 15 Agustus 2021. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah
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b. lInvestor, bankl syariahl juga dapatl menginvestasikan ldana 

yangl dimilikinya maupunl dana nasabahl yang ldipercayakan 

lkepadanya. 

c. Penyedial jasa keuanganl kegiatan danl lalu llintas 

lpembayaran, bankl syariah dapatl melakukan lkegiatan-

kegiatanl jasa layananl perbankan sebagaimanal seharusnya. 

d. Pelaksanaanl kegiatan lsosial, sebagail ciri yangl melekatl 

padal entitas lkeuangan lsyariah, bankl Islam ljuga lmemiliki 

kewajibanl untuk mengeluarkanl dan lmengelola 

(menghimpun, lmengadministrasikan, lmendistribusikan) 

zakatl serta ldana-dana sosiall lainnya15. 

 

d. Tujuan Perbankan Syariah 

Bankl syariahl memiliki tujuanl yang ingin dicapai ldi 

antaranyal sebagail berikut : 

a. Mengarahkanl kegiatan ekonomil umat untukl bermuamalat 

lsecara lIslam, khususnyal dalam bidang perbankan, sehingga 

terhindar dari praktik riba. 

b. Untukl menciptakan keadilanl dalam bidangl ekonomil 

denganl jalan meratakanl pendapatan melaluil kegiatanl 

linvestasi, agarl tidak terjadil kesenjangan yangl amat lbesar 

antaral pemilik modall dengan pihakl yang lmembutuhkan 

ldana. 

c. Untukl meningkatkan kualitasl hidup umatl denganl 

membukal peluang berusahal yang lebihl besar lterutama 

kalangan yangl kurang mampu, yang diarahkanl kepadal 

 
15 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah edisi 2. (Yogyakarta: 

Ekosinia, 2003), h. 39. 
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kegiatanl usaha yangl produktif, menujul terciptanyal 

lkemandirian lusaha. 

d. Untukl menanggulangi lmasalah lkemiskinan, yangl padal 

umumnyal merupakan programl utama lnegara lberkembang. 

e. Untukl menjagal stabilitas ekonomil dan lmoneter. lDengan 

aktivitasl bank syariahl akan mampul menghindaril 

pemanasanl ekonomil akibat linflasi. 

f. Untukl menyelamatkan ketergantunganl umat lIslam 

terhadapl bank lnon syariah16. 

 

e. Struktur Organisasi Perbankan Syariah 

Layaknya sebuah perusahaan bank syariah juga 

memiliki struktur organisasi, dimana struktur organisasi bank 

syariah yang sama dengan bank konvensional dalam hal 

komisaris dan direksi, yang membedakan adalah keberadaan 

Dewan Pengawas Syariah di bank syariah yang bertugas 

mengawasi operasional bank dan produk-produknya gar sesuai 

dengan syariah Islam. 

Berikut contoh struktur organisasi dari bankl syariahl 

dan bankl umuml konvensional yangl melaksanakan lkegiatan 

usahal berdasarkan prinsipl syariah17:  

 

 
16 Ibid, h. 40. 
17 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 

h. 11. 
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lGambar 2.1l Contohl Struktur Organisasil Bank Umuml lSyariah 

 

 

Gambar 2.2 Contoh Struktur Organisasi Bank Umum 

Konvensional Yang Membuka Kantor Cabang Syariah 
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2. Asymmetric Information 

a. Pengertian 

Asymmetric information atau asimetril informasi ladalah 

suatul kondisi apabilal pemilikl atau atasanl tidak lmempunyai 

informasil yang cukupl mengeni kontribusil bawahan lterhadap 

hasill aktual lperusahaan, hall ini berkaitanl dengan lkondisi 

ketidakpastianl lingkungan dapatl menyebabkan linformasi 

bawahanl terhadap bidangl teknisnya melebihil informasi lyang 

dimilikil atasannya18. 

Menurut Supriyono, asimetril informasil adalah lsituasi 

yangl terbentuk karenal prinsipal tidakl memiliki linformasi lyang 

cukupl mengenai kinerjal agen sehinggal prinsipal ltidak lpernah 

dapatl menentukan kontribusil usaha-usahal agen lterhadap lhasil-

hasill perusahaan yangl sebenarnya. 

Menurut Suwarjono, asimetril informasi ladalah ldimana 

manajemenl sebagai pihakl yang lebihl menguasai linformasi 

ldibandingkan linvestor/kreditor. 

Asimetril informasi terjadil karena lmanajer llebih 

menguasail informasi dibandingkanl pihak lainl (pemilik latau 

lpemegang lsaham). Denganl asumsi bahwal individu-individul 

bertindakl untuk memaksimalkanl kepentingan ldiri lsendiri, 

makal dengan informasil asimetri yangl dimilikinya lakan 

mendorongl agen untukl menyembunyikan beberapal informasil 

yangl tidak diketahuil prinsipal lsebagai lpemilik. 

Dampaknya informasil yang diperolehl prinsipal lkurang 

lengkapl atau bahkan tidakl sesuai kenyataan lsehingga ltetap 

tidakl dapat menjelaskanl kinerja agenl yang lsesungguhnya 

dalaml mengelola kekayaanl prinsipal yangl dipercayakanl 

 
18 Ilham Firdaus, “Pengaruh Asimetri informasi dan Capital Adequacy Ratio 

Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Listing di 

Bursa Efek Indonesia” dalam Jurnal Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2013, h. 5. 
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kepadal agen. Akibatl adanya informasil yang tidakl seimbang lini 

dapatl menimbulkanl dua permasalahanl yang lmenyebabkan 

adanyal kesulitan prinsipall untuk memonitorl dan lmelakukan 

kontroll terhadap ltindakan-tindakan lagen yaitu adverse 

selection danl moral hazard. 

 

b. Adverse Selection 

Menurut pemikiran lMiskhin, ladverse lselection 

merupakanl permasalahan asymmetricl information yangl terjadil 

sebeluml disalurkannyal pembiayaan19. 

Adversel selectionl merupakan jenisl asimetri linformasi 

dalaml satu pihakl atau lebihl yang melangsungkanl suatul 

transaksil usaha potensiall yang memilikil informasi llebih 

dibandingkan lpihak-pihak llain. Adversel selection lterjadi 

karenal adanya manajerl perusahaanl atau paral pihak ldalam 

(insiders) lainnyal yang lebihl mengetahui kondisil terkini ldan 

prospekl ke depanl suatu perusahaanl daripada paral investor lluar. 

Denganl itu bankl syariah harusl memiliki alatl screeningl 

untukl mengurangi asymmetricl information yangl akan lterjadi 

dalaml pembiayaan lmudharabah. Agarl kontrak lmudharabah 

dapatl diminimalkan lrisikonya, pihak bank syariah sebagai 

prinsipal perlul melakukan lupaya-upaya lpencegahan, lmisalnya 

melaluil screening terhadapl calon nasabahl yang lakan ldibiayai, 

screeningl atas lproyek, membuatl kontrak yangl lengkapl 

misalnyal tentang ljangka lwaktu, nisbahl bagi lhasil, dan 

jaminan20. 

 
19  Frederic S. Miskhin, Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan, 

(Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.50 
20  Muhammad, Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah. (Yogyakarta: 

BPFE, 2005), h. 169. 
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Dapat disimpulkan bahwa adversel selection lmerupakan 

permasalahanl yang terjadil dikarenakan lpenyembunyian 

informasi yang dilakukan oleh mudharib saat hendak 

mengajukan pembiayaan sehinggal shahibul maall tidak ldapat 

mengetahuil dengan pastil etika danl karakteristik lmudharib. 

 

c. Moral Hazard 

Morall Hazardl merupakan jenisl asimetri linformasi 

yangl dimana satul pihak yangl melangsungkanl transaksil usaha 

ldapat mengamatil tindakan-tindakanl mereka ldalam 

lpenyelesaian ltransaksi-transaksi merekal sedangkan lpihak-

pihak llainnya ltidak. Morall hazard dapatl terjadi karenal adanya 

lpemisahan pengendalian yangl merupakan lkarakteristik 

lkebanyakan lperusahaan lbesar. Dapat dikatakan morall hazardl 

yaitu keadaan bila agenl tidak melaksanakanl hal-hall yang ltelah 

disepakatil bersama dalaml kontrak lkerja. 

Pada sebuahl penelitianl mengatakan lbahwa lfaktor-

faktorl penyebab daril munculnya morall hazard ladalah 

lasymmetric linformation, rendahnyal kualitas lkarakter lnasabah, 

danl terbatasnya cakupanl isi kontrakl yang lmenyebabkan 

nasabahl mudah untukl melakukan lmoral lhazard, disertai tidak 

optimalnyal sisteml monitoring21.  

Permasalahanl utama yangl ditemukan ldalam 

implementasil produk pembiayaanl mudharabah lyaitu 

pelanggaranl ketentuan yangl telah disepakatil sesuai lperjanjian, 

 
21 Andy Fatur Rahman, “Analisis Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Moral 

Hazard Nasabah Pembiayaan Mudharabah”, (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2010), h. 114. 
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sehinggal dalam menjalankanl bisnis yangl dibiayai bankl tidakl 

sesuail lagi denganl kesepakatan22.  

 

3. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teoril keagenanl (agency ltheory) menurutl R.Al Supriyonol 

yaitul hubungan kontraktuall antara prinsipall dan lagen. lHubungan 

inil dilakukan untukl kegiatan dimanal prinsipal memberil wewenangl 

kepadal agen mengenail pembuatan keputusanl yang lterbaik lbagi 

prinsial denganl mengutamakan lkepentingan ldalam 

mengoptimalkanl laba perusahaanl sehingga lmeminimalisir beban23.  

Teori keagenan (agency theory) didefinisikan sebagai 

hubungan antara principal dan agent. Pada lhubungan lkeagenan 

terdapatl suatu kontrakl dimana satul orangl (principal) lmemerintah 

orangl lainl (agent) untukl melakukanl usaha atasl nama lprinsipal ldan 

memberil wewenang kepadal agen untukl membuat lkeputusan lyang 

terbaikl bagi lprinsipal. 

Teoril agensil tidak dapat dilepaskan dari kedua belah pihak 

di atas, karena keduanya mempunyai peranl dan lkedudukannya 

lmasing-masing. Prinsipall sebagail pemilikl modall memilikil lakses 

padal informasi internall sedangkanl agen sebagail pelaku ldalam 

praktikl operasional mempunyail informasi tentangl operasi ldan 

kinerjal perusahaan secaral riil ldan lmenyeluruh. 

lPosisi, lfungsi, danl kepentingan prinsipal danl agen yang 

berbeda akanl menimbulkan pertentanganl dengan lsaling ltarik 

menarikl kepentinganl danl pengaruh antaral satu lsama llain. Menurut 

Copeland dan Weston, dalam teori keagenan sulit untuk 

mempercayai bahwa manajemen (agent) akan selalu bertindak 

 
22 Friyanto, “Pembiayaan Mudharabah, Risiko, dan Penanganannya (Studi Kasus 

pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang) dalam Jurnal Manajemen dan 

Kewirausahaan, Vol. 15 No.2, h. 116. 
23 R.A Supriyono, Akuntansi Keprilakuan. (Yogyakarta: Gadjah Mada), h. 63. 
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berdasarkanl kepentingan pemegangl sahaml (principal) lsehingga 

diperlukanl monitoring daril pemegang lsaham. 

 

4. Pembiayaan Perbankan Syariah 

a. Pengertian 

Pengertian pembiayaan secara umum adalah 

penyediaan uang berdasarkanl persetujuan ataul kesepakatanl 

antaral bank denganl pihak lainl yang mewajibkanl pihak lyang 

dibiayail untuk mengembalikanl uang tersebutl setelah ljangka 

waktul tertentu denganl imbalan ataul bagil hasil24. 

Pembiayaanl merupakan salahl satul pokok ltugas bank, 

yaitul pemberian fasilitasl penyediaan danal untuk lmemenuhi 

kebutuhanl pihak-pihakl yang merupakanl defisitl unit25.  

Pada Undang-Undang No. 20l Tahun 2008l Tentangl 

lUsaha lMikro, lKecil, danl Menengah, disebutkan pengertian 

pembiayaanl adalah penyediaanl dana loleh lPemerintah, 

Pemerintahl Daerah, Dunial Usaha, danl juga kepada lmasyarakat 

melaluil bank, lkoperasi, danl lembaga keuanganl bukan lbank, 

untukl mengembangkan danl memperkuat lpermodalan lusaha 

lmikro, kecil, ldan lmenengah. 

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaanl adalahl lkegiatan 

penyediaanl dana yangl dilakukan olehl pemilik dana luntuk 

membiayail kebutuhanl nasabah sehinggal mewajibkanl nasabah 

mengembalikan dana tersebutl dalam jangkal waktu ltertentu. 

 

 

 

 
24 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2009), h. 92. 

25 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: 

Gema Insani, 2001), h. 160 
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b. Jenis Pembiayaan 

Jenisl pembiayaan padal dasarnya dapatl dikelompokkanl 

menurutl beberapa laspek, ldi antaranya26: 

a) Pembiayaanl menurutl tujuanl 

Pembiayaanl menurutl tujuanl dalam bankl syariahl 

ldibedakan lmenjadi : 

1. Pembiayaanl modal lkerja, lyaitu lpembiayaan 

yangl diberikan untukl mendapatkan lmodal 

dalaml rangka lpengembangan lusaha. 

2. Pembiayaanl investasi, yaitul pembiayaan lyang 

diberikan untukl melakukan linvestasi latau 

pengadaanl barang lkonsumtif. 

b) Pembiayaanl menurut ljangka lwaktu.  

Pembiayaanl menurut jangkal waktu ldibedakan lmenjadi : 

1. Pembiayaanl jangka lpendek, lyaitu lpembiayaan 

yangl dilakukan denganl waktul satu lbulan 

sampail dengan lsatu ltahun. 

2. Pembiayaanl jangkal pendek, lyaitu lpembiayaan 

yangl dilakukan denganl waktul satu bulan 

sampail denganl satu ltahun. 

3. Pembiayaanl jangkal pendek, lyaitu lpembiayaan 

yangl dilakukan denganl waktul satu bulan 

sampail denganl satu ltahun. 

Jenisl pembiayaan padal bank syariahl akan ldiwujudkan 

dalaml bentukl pembiayaan produktifl dan aktival tidak lproduktif. 

Adapun jenisl pembiayaan yang dimaksud sebagai berikut27 : 

 

 
26 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2010), h.686. 
27  Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka 

Alvabet, 2006), h. 19. 
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a) Pembiayaan menurut tujuan 

Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah 

dibedakan menjadi : 

1. Pembiayaanl modal lkerja, lyaitu lpembiayaan 

yangl dimaksudkan untukl mendapatkan lmodal 

dalaml rangka lpengembangan lusaha. 

2. Pembiayaanl investasi, yaitul pembiayaan lyang 

dimaksudkanl untuk melakukanl investasi latau 

pengadaanl barang lkonsumtif. 

b) Pembiayaanl menurut ljangka lwaktu 

Pembiayaanl menurut jangkal waktu ldibedakan 

lmenjadi : 

1. Pembiayaanl jangka lpendek, yaitul pembiayaanl 

yangl dilakukan denganl waktul satu lbulan 

sampail dengan lsatu ltahun. 

2. Pembiayaanl dengan jangkal waktu lmenengah, 

yaitul pembiayaan yangl dilakukan ldengan 

lwaktu satu tahunl sampai denganl lima ltahun. 

3. Pembiayaanl jangka lpanjang, yaitul pembiayaanl 

yangl dilakukan denganl waktu lebihl daril lima 

ltahun. 

Jenis pembiayaanl pada bankl syariahl akan diwujudkan 

dalaml bentuk pembiayaanl produktif danl non-produktif. 

Berikut jenisl pembiayaan yangl dimaksud28: 

a) Pembiayaan Produktif 

1. Pembiayaanl dengan prinsipl bagi lhasil. lJenis 

pembiayaanl dengan prinsipl bagi lhasil lini 

 
28  Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka 

Alvabet, 2006), h. 19. 
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meliputi pembiayaanl mudharabah dan 

lmusyarakah. 

2. Pembiayaanl dengan prinsipl jual lbeli. lPrinsip 

juall beli dilaksanakanl sehubungan ldengan 

adanyal perpindahan kepemilikanl barang latau 

bendal (transferl of lproperty). Dan ltingkat 

keuntunganl bankl akan ditentukanl di ldepan ldan 

menjadil bagian atasl barang lyang ldijual. 

3. Pembiayaanl dengan lprinsip lsewa. lTransaksi 

ijarahl (sewa) dilandasil adanya lpemindahan 

lmanfaat.  

b) Pembiayaan Non-Produktif 

Pembiayaan yang bersifat aktival tidak lproduktif 

berkaitanl dengan aktivitasl pembiayaan lberbentuk 

lpinjaman, yaitu pembiayaan lqard. Pembiayaan 

qard latau ltalangan, yaitul penyediaan ldana lantara 

bankl Islam denganl pihak lpeminjam lyang 

mewajibkanl pihak peminjaml melakukanl 

pembayaranl sekaligus ataul secara lcicilan ldalam 

jangkal waktu ltertentu. 

 

c. Kriteria Pelaksanaan Pembiayaan 

Kredibilitas bankl syariah lberarti lkepercayaan 

masyarakatl kepada lembagal itu berkenaanl dengan ldana ltitipan 

yangl mereka amanatkanl dan danal pinjaman yangl merekal 

lmanfaatkan. Kredibilitasl bank syariahl meliputil unsur-unsur 

lantara llain: 

a. Kejujuranl dalam bertransaksil denganl nasabah 

b. Kesediaanl untuk berposisil win-winl solution ldengan 

lnasabah 
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c. Ketaatanl dalam mematuhil aspek-aspekl legal lyang 

lberlaku 

d. Keterbukaanl dalam menginformasikanl kedudukanl 

atau lperkembangan llembaga 

e. Kearifanl dalam menanganil atau lmenyelesaikan 

lmasalah-masalahl khusus29. 

 

d. Etika Pelaksanaan Pembiayaan 

Rodney Wilson, dalaml tulisannya yangl berjudul “Thel 

Interfacel Between Islamicl and lConventional lBanking” pada 

tahunl 2000 pernahl mengungkapkan alasanl orang lmemiliki 

reputasil karena laman, dapatl dipercaya tanpal risiko lwan 

prestasil dan mampul memberikan insentifl finansial lyang 

lmemadai. 

Setiapl petugas bankl syariah merupakanl pemegangl 

amanahl yang harusl selalu lberhati-hati menjagal keamananl 

uangl nasabahnya danl ekstra lhati-hati ketikal menyalurkan ldana. 

Ial harus bertanggungl jawab sepertil mengelola lkekayaannya 

lsendiri, apalagil saat mengembanl akad mudharabahl muthlaqahl 

yang berarti nasabahl menyerahkan kebijakanl dan lpemilihan 

jenisl investasinya kepadal bankl syariah30. 

 

5. Akad Mudharabah 

a. Pengertian 

Definisil menurut lFiqh, mudharabahl atau disebutl jugal 

muqaradahl berarti bepergianl untuk lurusan ldagang. Dalam 

 
29 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2010), h.690. 
30 Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, 

(Medan : FEBI Press, 2018), h. 37. 
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muamalahl berarti pemilikl modall (shahibul lmaal) 

menyerahkanl modalnya kepadal pekerja/pedagangl (mudharib) 

untukl diperdagangkan/ ldiusahakan. Hasil keuntunganl atas 

penggunaan danal tersebut dibagil bersama lberdasarkan lnisbah 

yangl disepakati31. 

Menurutl PSAK 105l tentang lakuntansi lMudharabah, 

paragrafl 4 lmenyatakan: pengertianl mudharabah ladalah lakad 

kerja sama usahal antara dual pihak dimanal pihak lpertama 

(pemilikl dana) menyediakanl seluruh ldana, lsedangkan lpihak 

kedual (pengelola ldana) bertindakl selalu lpengelola ldan 

keuntunganl dibagil di antara merekal sesuai lkesepakatan 

sedangkanl kerugian finansiall hanya ditanggungl oleh lpemilik 

dana32. 

 

b. Dasar Hukum Akad Mudharabah 

Secaral umum, landasanl dasar syariahl tentang lal-

mudharabahl lebihl menjelaskan tentang lanjuran luntuk 

lmelakukan lusaha, sebagaimana firman Allah dalaml Q.S Al-

Muzammil : 20. 

 

ۙ َ اٰللَِّ فَضْلَِ مِنَْ يَبْتغَوُْنََ الْْرَْضَِ فىَِ يَضْرِبُوْنََ وَاٰخَرُوْنََ... ... 

Terjemah Kemenag 2019 : 

“...dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian 

karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah...33” 

 

 
31 Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah : Analisis Fiqh & Keuangan, 

(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 240. 
32 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah Indonesia, (Jakarta : Salemba 

Empat, 2013), h. 128. 
33 Q.S Al-Muzammil (73):20. 
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Yang menjadi wajhud-dilalah atau argumen dari surah 

al-Muzammil: 20 adalah adanya kata yadhribun yang sama 

denganl akar katal mudharabah yangl berarti lmelakukan lsuatu 

perjalananl usaha34. 

Adapunl dasar hukuml akad pembiayaanl mudharabahl 

yangl bersumber daril hadis yangl bersumber daril hadis lyang 

memperbolehkanl dilakukannya pembiayaanl mudharabahl 

adalahl sebagail berikut35: 

Daril Syu’aibl r.al bahwa Rasulullahl SAW lbersabda: 

“tigal perkara dil dalamnya lterdapat lkeberkatan, (1) lmenjual 

denganl pembayaran lsecara lkredit, (2) muqaradahl (nama lainl 

ldari lmudharabah), (3) mencampurl gandum denganl tepungl 

untukl keperluan rumahl dan bukanl untuk ldijual. (HR. lIbnu 

lMajah). 

Kemudian menurut Ijma’: 

lDiriwayatkan, sejumlahl sahabat menyerahkanl (kepadal 

lorang, lmudharib) hartal anak yatiml sebagai lmudharabah ldan 

tak adal seorang punl mengingkari lmereka. lKarenanya, hall itul 

dipandangl sebagail ijma’. 

Adapula sebuah qiyasl yang menyatakan ‘transaksi 

mudharabahl diqiyaskan kepadal transaksi musaqah 36 . 

lMusaqah disini maksudnya seseorangl untukl lmengelola lkebun. 

Dil antaral manusial adal yangl tidak memiliki danal tetapi lmau 

lbekerja sedangkanl mereka tidakl memiliki lmodal. Denganl 

begitu adanyal mudharabah ditujukanl untuk memenuhil 

 
34 Teungku Muhammad Hasbi Ah-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’anul Masjid An-Nur 

Jilid 4, (Jakarta : Cakrawala I Publishing 2011), h. 445. 
35  Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah : Analisis Fiqh & Keuangan, 

(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 240. 
36 Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah 
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kebutuhanl kedual golongan ldi latas, yaknil untuk lkemaslahatan 

lmanusia dalaml rangka memenuhil kebutuhanl mereka37. 

 

c. Jenis- Jenis Mudharabah 

lSecara lumum, mudharabahl terbagi menjadil dua ljenis, 

mudharabahl muthlaqah danl mudharabah lmuqayyadah . 

a) Mudharabahl  muthlaqah adalahl bentuk lkerja lsama 

antaral shahibul maall dan mudharibl  yang lcakupannya 

tidakl dibatasi olehl spesifikasi ljenis lusaha, lwaktu, ldan 

ldaerah lbisnis. Dalaml pembahasan fiqhl ulama lsalafus 

salehl seringkali dicontohkanl dengan ungkapanl if’all mal 

lsyi’tal (lakukanlah lsesukamu) daril shahibul lmaal lke 

mudharibl yangl memberi kekuasaanl sangat lbesar.  

b) Mudharabahl Muqayyadah ataul disebut ljuga ldengan 

istilahl restricted lmudharabah/specified lmudharabah 

adalahl kebalikan daril mudharabah lmuthlaqah lsi 

mudharibl dibatasi denganl batasan ljenis lusaha, lwaktu, 

ataul tempat lusaha. Adanyal pembatasan inil seringkalil 

mencerminkanl kecenderungan umuml si lshahibul lmaal 

dalaml memasuki jenisl dunial usaha38. 

 

d. Rukun dan Syarat 

Berikutl adalah rukunl dan syaratl yang harusl dipenuhil 

dalaml menjalankan lakad lmudharabah: 

a. lPelaku, yaitul penyedia danal (shahubul lmaal) ldan 

pengelolal (mudharib) harusl cakap lhukum. 

 
37  Firdaweri, “Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik)” 

dalam Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, Juli 2014, h. 58. 
38 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: 

Gema Insani, 2001), h. 97 
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b. Pernyataanl ijab-qabull harus dinyatakanl oleh lpara 

pihakl untuk menunjukkanl kehendak merekal dalaml 

mengadakanl kontrakl (akad) denganl memperhatikanl 

lagil hal lberikut: 

1) Penawaranl dan penerimaanl harus lsecara leksplisit 

menunjukkanl tujuan kontrakl (akad) 

2) Penerimal dan penawaranl dilakukan lpada lsaat 

lkontrak 

3) Akadl dituangkan lsecara ltertulis, lmelalui 

lkorespondensi, ataupun komunikasi langsung. 

Keuntungan pada akad mudharabahl adalah ljumlah lyang 

didapatl sebagai kelebihanl dari lmodal. Syaratl keuntungan lberikut 

inil harus ldipenuhi : 

1) Harusl diperuntukkan bagil kedual pihak 

2) Bagianl keuntungan proporsionall bagi lsetiap lpihak 

harusl dinyatakan pada saat kontrak disepakati 

3) Penyedial dana menanggungl semua lkerugian lakibat 

mudharabahl dana pengelolal tidak lboleh lmenanggung 

kerugianl apapun kecualil diakibatkan ldari lkesalahan 

yang ldisengaja, lkelalaian, latau lpelanggaran 

lkesepakatan. 

Kegiatanl usaha olehl pengelolal (mudharib), lsebagai 

perimbanganl modal yangl disediakan olehl penyedia ldana, lharus 

memperhatikanl hal lberikut: 

1) Kegiatanl usaha adalahl hak leksklusif pengelola dana 

sebagai lmudharib, tanpal campur tanganl penyedial 

ldana, tetapil dia mempunyail hak luntuk lmelakukan 

lpengawasan. 
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2) Penyedial dana tidakl boleh lmempersempit ltindakan 

pengelolal sedemikian rupal yang ldapat lmenghalangi 

tercapainyal tujuan lmudharabah, lyaitu lkeuntungan. 

3) Pengelolal tidak bolehl menyalahil rukun lsyariah lIslam 

dalaml tindakannya yangl berhubungan ldengan 

lmudharabah. 

 

e. Ketentuan Penyaluran Dana Mudharabah 

Sebagai akad pembiayaan yang llegalitasnya ldidasarkan 

padal Dewan Syariahl Nasional Majelisl Ulama lIndonesia lNo. 

l07/DSN-MUI/IV/2000, tentangl pembiayaan lmudharabah 

(qiradh) yangl antara lainl menetapkanl ketentuan lsebagai 

lberikut: 

a. Pembiayaanl mudharabah adalahl pembiayaan lyang 

disalurkanl oleh LKSl kepada pihakl lain luntuk lsuatu 

usahal yang lproduktif. 

b. Dalaml pembiayaan inil LKS sebagail shahibul lmaal 

(pemilikl dana) membiayail 100% kebutuhanl suatul 

proyekl (usaha) sedangkanl pengusahal (nasabah) 

bertindakl sebagail mudharabah ataul pengelola lusaha 

c. Jangkal waktu lusaha, tatal cara lpengembalian ldana, ldan 

pembagianl keuntungan ditentukanl berdasarkanl 

kesepakatanl kedua lbelah lpihak. 

d. Mudharibl boleh melakukanl berbagai macaml usahal 

yangl telah disepakatil bersama danl sesuai ldengan 

lsyariah, danl LKS tidakl ikut sertal dalam lmanajemen 

perusahaanl atau proyekl tetapi mempunyail hak luntuk 

melakukanl pembinaan ldan lpengawasan. 

e. Jumlahl dana pembiayaanl harus dinyatakanl denganl 

jelasl dalam bentukl tunai danl bukan lpiutang. 
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f. LKSl sebagai penyedial danal menanggung lsemua 

kerugianl akibat daril mudharabah kecualil jikal 

mudharibl melakukan kesalahanl yang ldisengaja, llalai, 

ataul menyalahi lperjanjian. 

g. Padal prinsip dalaml pembiayaan mudharabahl tidak lada 

ljaminan, namunl agar mudharibl tidak lmelakukan 

lpenyimpangan, LKSl dapat memintal jaminan ldari 

mudharibl atau lpihak lketiga. Jaminanl ini hanyal dapatl 

dicairkanl apabila mudharibl terbukti lmelakukan 

pelanggaranl terhadap lhal-hal yangl telah ldisepakati 

lbersama lakad. 

h. Kriterial pengusaha, lprosedur lpembiayaan, ldan 

mekanismel pembagian keuntunganl diatur olehl LKSl 

denganl mempertimbangkan lfatwa lDSN. 

i. Biayal operasional dibebankanl kepada lmudharib. 

 

f. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah 

Pembiayaanl yang disalurkanl oleh lbank lsyariah 

diharapkanl dapat memberikanl kontribusi lpendapatan lyang 

berkelanjutanl dan senantiasal beradal dalam lkualitas yang lbaik. 

Kualitasl yang baikl ditentukanl oleh pemahamanl danl pengelola 

yangl baikl ditentukan olehl pegawai danl pejabat lyang 

menanganil pembiayaan ltersebut, dan kualitas pembiayaan 

yangl kurangl baik disebabkanl oleh adanyal risiko bisnisl yangl 

dihadapi nasabahl yang menerimal pembiayaan39. 

Mekanisme pengajuan pembiayaanl mudharabah 

sebagai berikut : 

a. Setiapl calon nasabahl mendatangi lbank 

 
39 Ikatan Bankir Indonesia (IBI), Pengelolaan Bisnis Pembiayaan Bank 

Syariah, (Jakarta Pusat, 2015), h. 8. 
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b. Pihakl bank akanl melakukan terhadapl pengecekan lsetiap 

persyaratanl calon lnasabah, lseperti : 

1) Fotocopyl KTPl (Kartul Tanda lPenduduk) 

2) Fotocopyl KKl (Kartu lKeluarga) 

3) Surat Agunan 

4) Fotocopyl jaminanl (BPKB, lSTNK, Faktur lPajak, 

Sertifikatl atau AJBl atau lAH) 

c. Pihakl bank kemudianl melakukanl survei langsungl ke llokasi 

untukl menganalisis usahal proyek calonl nasabah lyang 

dilakukanl oleh lbagian lmarketing, kemudianl dilanjutkanl 

denganl proses dokumentasil jaminan calonl nasabah loleh 

bagianl legal 

d. Pihakl marketing melakukanl proses pembuatanl proposal 

danl SPKl (Suratl Perjanjian lKontrak) 

e. Seluruh marketingl bagian Lending dan Legal kemudian 

melakukan komite bersama Direktur jika diterima lanjut, 

atau ditolak. 

f. Pihakl marketing kemudianl menyerahkan berkasl tersebutl 

kel bagian legall untuk prosesl pembuatan lakad lpembiayaan. 

g. Selesail proposal kemudianl disetujui loleh ldirektur 

selanjutnyal pihak bankl melakukan lakad/kontrak lperjanjian 

denganl pihak lnasabah. 

h. Ketikal akad telahl ditandatangani lcalon lnasabah, lmaka 

kewajibanl nasabah adalahl melakukan bagil hasil ldengan 

pihakl bank sesuail kesepakatan danl nasabah lharus 

membayarl modal pokokl pada saatl jatuh tempol yang ltelah 

disepakatil di awal. 

i. Setelah semuanya selesai selanjutnya teller akan menerima 

pencairan pembiayaan nasabah. 
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B. Kajian Terdahulu 

Adapun penelitianl terdahulu yangl penulis kaji lsebagai 

bahanl referensil dan berhasill dipilih untukl dikedepankanl 

adalahl sebagai lberikut: 

  

Tabell 2.1l Penelitian lTerdahulu 

lNo. Nama Peneliti / 

lTahun 

Penelitian 

Judul Penelitian lIsi/Hasill 

l1. Salsabila 

Aminuddin / 

2020l 

Optimalisasil 

Skemal Bagi 

Hasill 

Pembiayaan 

Akadl 

Musyarakah 

untukl Mengatasi 

Agencyl Problem 

melaluil Incentive 

Compatiblel 

Constraintsl dil 

BMTl DANAl 

MENTASRI 

Muhammadiyahl 

Purwokertol 

Hasill penelitianl 

menunjukkanl bahwal 

agencyl probleml 

yangl terjadi lpada 

pembiayaanl akadl 

musyarakahl terdapatl 

ldua lpermasalahan, 

yaitul adversel 

selectionl dan lmoral 

lhazard. lPenetapan 

skemal bagi lhasil 

yangl optimal lyaitu 

denganl menerapkanl 

berbagail incentivel 

compatiblel 

constraintsl olehl 

BMTl “Danal 

lMentari” 

Muhammadiyahl 

lPurwokerto, 

ldiantaranya; 

menerapkan 
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informasi transparan 

(asymmetric 

information), 

menerapkan prinsip 

keterbukaan, 

mengadakanl 

workshopl 

kewirausahaanl danl 

lperkoperasian, ldan 

menetapkanl 

kebijakanl 

lmusyawarah. 

2. Ila Pangestu / 

2018l 

Analisisl 

Asymmetricl 

Informationl 

Terhadapl 

Pembiayaanl 

Mudharabahl danl 

Penanganannyal 

padal PT lBank 

BNIl Syariahl KC 

Tanjungl Karangl 

Berdasarkan analisis 

dan pembahasan, 

asymmetricl 

informationl yangl 

terjadil pada lBNI 

Syariahl berupal 

adversl selectionl dan 

morall hazardl yang 

terjadi sebelum 

berlangsungnya akad 

mudharabah, berupa 

penyembunyianl 

informasil atas lusaha 

yangl dijalankanl 

lnasabah, ldan 

kesalahanl dalaml 

menganalisal calonl 

lnasabah. 
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Penanganan yang 

disajikan pada 

penelitian berupa 

screening, verifikasi, 

dan monitoring 

berkala. 

3. Akbar 

Dwiantoro / 

2016 

Pengaruh 

Penerapan 

Informasi 

Asimetri terhadap 

Efektivitasl 

Penyaluranl 

Pembiayaanl 

Mudharabah PTl 

BRI Syariahl 

Kantor Cabangl 

Induk Citaruml 

Penelitian 

menunjukkan 

penerapanl informasil 

asimetril dalam 

mekanisme 

pembiayaanl 

mudharabahl PT BRIl 

Syariahl Kantorl 

Cabangl Indukl 

Citaruml sudah baik, 

danl penerapan 

informasil asimetril 

memilikil pengaruhl 

yangl signifikanl 

terhadap 

pembiayaanl 

mudharabahl di PTl 

Bankl BRI Syariahl 

Kantorl Cabangl 

Indukl Citaruml 

4. Mahmudatusl 

lSa’Diyah danl 

lNurul lHuda / 

Strategil 

Penangananl 

Agencyl Probleml 

padal Pembiayaanl 

Hasill penelitianl 

mengatakan bahwa 

masalah agensi yangl 

muncull di 
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2018 Mudharabahl dil 

BMTl 

pembiayaanl 

mudharabah dil 

BMTl Kabupatenl 

Jeparal bersumber 

daril BMT lsebagai 

lembaga yang lbelum 

sepenuhnya 

memanfaatkan 

lmanajemen, selain 

itul disebabkan loleh 

lstandar lmoral, laspek 

lpembiayaan, laspek 

lteknis, danl masalah 

lefisiensi. Strategil 

pemecahanl masalah 

yangl efektif ldari 

masalah keagenan 

padal penelitian ini 

adalah penapisan 

proyek, penapisan 

mudharib, penapisan 

kepatuhan dengan 

shahibull maal danl 

mudharibl pada 

aturanl syariah ldalam 

kontrak 

lmudharabah. 

5. Toni Bakhtiar 

dan Iman 

Sugema / 2017 

Masalah 

Asimetrik dalam 

Sistem Perbankan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

sisteml bagi lhasil 
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Syariah : Adverse 

Selection 

Problem 

berpihakl padal 

lkejujuran. 

Keutamaanl ini ltidak 

ditemukanl dalaml 

sisteml suku lbunga 

karenal mendorongl 

investorl untuk 

memilihl projek lyang 

llebih lberisiko. 

Disini investorl tipe 

X mengaku lbertipe 

Y denganl harapanl 

memperolehl 

lkeuntungan lekstra. 

Skemal kredit lseperti 

inil menyuburkanl 

lketidakjujuran. 

 

1. Salsabila Aminuddin, 2020. 

lPersamaan : Padal penelitian terdahulul ini lsama-sama 

lmeneliti tentangl masalah keagenan (agency problem) 

Perbedaan : Pada penelitian terdahulu ini variabel yang diteliti 

adalah akad musyarakah melalui Incentive Compatible 

Constraints pada BMT 

2. Ila Pangestu, 2018. 

Persamaan : Pada penelitian ini sama-sama meneliti tentang 

asymmetric information. 

Perbedaan : Objek penelitian pada penelitianl ini adalahl 

berupa studil kasusl yang berpusat padal satu bankl umum 

lsyariah  
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3. Akbar Dwiantoro, 2016. 

Persamaan : Penelitian ini memiliki variabel yang sama yaitu 

asymmetric information. 

Perbedaan : Penelitian ini fokus pada pengaruh penerapan 

asimetri informasi pada pembiayaan mudharabah 

4. Mahmudatus Sa’diyah dan Nurul Huda, 2018. 

Persamaan : Penelitian ini membahas asymmetric information 

pada pembiayaan mudharabah 

Perbedaan : Penelitian ini membatasi kajiannya dengan hanya 

meneliti BMT yang ada di Kabupaten Jepara. 

5. Toni Bakhtiar dan Iman Sugema, 2017. 

Persamaan : Penelitian ini  menggunakan variabel asimetri 

informasi pada perbankan syariah 

Perbedaan : Penelitian ini hanya fokus pada masalah agensi 

berupa adverse selection problem 

 

C. Alur Penelitian 

Alur penelitian merupakan pelaksanaanl penelitianl 

dimulail dengan adanyal minat untukl mengetahui lfenomena 

tertentul dan selanjutnyal berkembang menjadil gagasan, lteori, 

lkonseptualisasi, pemilihanl metode penelitianl yang lsesuai, ldan 

seterusnya40. 

Alur penelitian dalam penelitian ini menjelaskan 

tahapan atau prosedur penelitian untuk menganalisis 

asymmetric information pada pembiayaan mudharabahl yangl 

adal pada perbankanl syariah ldi lIndonesia. Kontrak kerja sama 

mudharabah dinilai sangatl rentan terhadapl risiko lyang 

disebabkanl oleh adanyal hubungan lprincipal-agent. lModel 

 
40  Poltekkes, “Alur Penelitian: Pengertian, Cara Membuat, dan Contoh”, 

https://poltekkes.web.id/, diakses pada 17 Agustus 2021 pukul 11.50. 

 

https://poltekkes.web.id/
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kontrakl seperti inil dimungkinkanl ditemukannya 

ketidakseimbanganl informasi antaral principall (shahibul lmaal) 

danl agentl (mudharib). Dalaml hal inil dapat muncul lmasalah 

keagenanl akibat daril informasi yangl tidak seimbangl atau 

asymmetricl information dimanal agent mempunyail informasil 

yangl lebih ldari lprincipal, sehinggal agent lberpotensi 

lmelakukan lpenyimpangan. 

Alur penelitian ini dimulai dengan menggali informasi 

tentang asymmetric information terhadapl pembiayaanl 

mudharabahl padal perbankan syariahl yangl ada ldi lIndonesia. 

Kemudian penulis mendeskripsikan tentang asymmetric 

information yang mungkin terjadi dan dampak yang diterima 

oleh perbankan syariah. Jawaban dari pertanyaan yang diajukan 

oleh penulis kemudian akan diolah dan dianalisis dengan 

metode kualitatif, dimana penulis menjadikan data dan literatur 

sebagai acuan yang kemudian dijelaskan secara deskriptif. 
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Gambarl 2.1l Alur Penelitian 

 

Perbankan Syariah di Indonesia 

Pembiayaan Mudharabah

Asymmetric Information padal

lPembiayaan Mudharabah dan 
ldampak yang ditimbulkanl

Analisis Data

Mengetahui permasalahan 
lAsymmetric Information pada 

pembiayaan Mudharabah dan upaya 
penanganannya
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitianl inil menggunakanl metodel lkualitatif ldengan pendekatanl 

ldeskriptif. Penelitianl kualitatifl sendiri ladalah ldata yangl berbentuk 

lkata-kata ataul berwujudl pertanyaan-pertanyaan verball dalam bentukl 

angkal yang bersifatl deskriptif lanalisis. 

Penelitianl kualitatif adalahl data yangl berbentuk lkata-katal atau 

berwujudl pernyataan-pernyataanl verbal dalaml bentukl angkal yang 

bersifatl deskriptif lanalisis. lPenelitian deskriptifl adalah penelitianl yang 

memandul peneliti luntuk mengeksplorasil dan ataul memotret situasil 

yang lakan lditeliti lsecara lmenyeluruh, luasl dan lmendalam, tujuanl daril 

lpenelitian inil adalah membuatl deskripsi, lgambaran lsistematis, aktuall 

danl akuratl mengenai lfakta-fakta, sifat, sertal hubungan lantara 

fenomenal yangl dimiliki41. 

Penelitianl kualitatif umumnyal bersifat ldeskriptif ldan cenderungl 

menggunakan analisisl dengan lpendekatan linduktif, yang dilakukanl 

dalam situasil yang wajarl (natural lsetting) ldan datal yang dikumpulkanl 

bersifatl kualitatif42. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitianl inil dilakukanl dengan lmengumpulkan ldata penelitianl 

yang bersumberl dari datal primer ldan lsekunder, yaitul data primer 

berupa wawancara bersama karyawan bank syariah, serta data 

sekunder yang penulis dapatkan dari Statistik Perbankanl Syariah 

 
41 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 13. 
42 Dr. Azhari Akmal Tarigan, et. Al, Buku Panduan Penulisan 

Skripsi, (Medan: FEBI Press, 2015), h. 31 
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melalui website lOtoritas lJasa Keuanganl danl annual report lmasing-

masing bank. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan adalah : 

Tabel 3.1 Tabel Waktu Penelitian 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah benda atau orang yang diminta untuk 

memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat43.  

Subjekl dalam penelitianl ini adalahl beberapa linforman yangl 

memberikan informasil yang dibutuhkanl dengan lakurat lyaitu pihakl 

Bank Syariahl Indonesia, Bank Tabungan Negara Syariah, dan Bank 

Mega Syariah. 

Dalaml penelitianl inil yangl menjadi objek penelitian ladalah 

asymmetric information. Objekl penelitian adalahl sesuatu lyang 

menjadil fokus lsebuah lpenelitian. Menurut Sugiyono lobjek 

 
43 Arikunto, Prosedur Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 

2006), h. 16. 
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penelitianl adalahl sasaranl ilmiah untukl mendapatkan ldata ldengan 

tujuanl dan kegunaanl tertentu tentangl sesuatu lhal lobjektif, lvalid, 

danl relieble tentangl suatu hall (variabel ltertentu)44. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Penelitianl ini menggunakanl jenis datal kualitatif dengan sumber 

ldata, lyaitu : 

1. Datal primer, yaitu data yangl dikumpulkan melalui pihak 

pertama. Dan merupakan data yangl diperolehl langsungl dari 

sumberl aslil (tidakl melalui lmedia lperantara). Dalaml penelitian 

lini, datal primerl didapat langsung dari Bank Syariah Indonesia 

dan Bank Tabungan Negara Syariah yang lberupa lwawancara, 

observasi, ldan ldokumen-dokumen lpenelitian. 

2. lData lsekunder, yang merupakanl perolehan ldata ldari pihak 

kedua berupa buku, jurnal, publikasi pemerintah, ldan llain-lain. 

Dalaml hal inil penulis lmenggunakan kumpulan jurnal, website 

resmi pemerintah maupun swasta serta ljurnal-jurnal yangl 

berkaitan ldengan lpenelitian lini. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknikl pengumpulan datal yangl dilakukan pada lpenelitian inil 

adalahl menggunakan lteknik, wawancara, lobservasi, ldan dokumentasi. 

1. Metodel lWawancara 

Wawancaral digunakan sebagail teknik lpengumpulan datal 

saat penelitil ingin melakukanl studi lpendahuluan luntuk 

menemukan permasalahanl yang harusl diteliti, ldan jugal apabila 

 
44  Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, 

(Bandung: CV Alfabeta, 2017), h. 41 
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penelitil ingin mengetahuil hal-hall daril respondenl yang lebihl 

mendalam danl jumlah lrespondennya lsedikit/kecil45. 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah 

suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi 

atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. 

Wawancara dilakukan dengan karyawan Bank Syariah 

Indonesia KC Medan Gadjah Mada Divisi Financing, Unit 

Financing Bank Tabungan Negara Syariah KC Syariah Medan dan 

Business Banking Relation Manager Bank Mega Syariah Kantor 

Cabang Medan. Wawancara dilakukan dengan wawancara semi 

terstruktur, yaitu menemukanl permasalahan secaral lebih lterbuka, 

dimana pihakl yang diajakl wawancara dimintal pendapatl dan lide-

idenya46. 

Dasarl pertimbanganl penulis memilih lwawancara semi 

terstruktur karenal pelaksanaannya llebih lbebas dibandingkanl 

dengan wawancaral terstruktur lsehingga lakan timbull keterbukaan 

dan keakrabanl antara lpeneliti ldan respondenl yangl ada padal 

akhirnya lakan lmemudahkan penelitil dalam lmenghimpun ldata. 

Adapun wawancaral dilakukanl dengan mengikuti protokol 

kesehatan mengingat kondisi pandemi yang masih berlangsung 

saat penelitian dilakukan. 

 

2. Metodel Dokumentasil 

Dokumenl merupakan catatanl peristiwal masa lalu 

lberbentuk ltulisan, lgambar, ataul karya-karyal monumentall daril 

seseorangl atau sebuah instansi.  

 
45 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.137 

46 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.137 
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Studil dokumenl menjadi lpelengkap dari lmetode observasil 

dan wawancaral dalam penelitianl kualitatif. lHasil penelitianl dari 

observasil dan lwawancara, lakan llebih lkredibel/ dapat dipercayal 

kalau didukungl oleh lsejarah pribadil kehidupan dil masa lkecil, di 

lsekolah, di ltempat lkerja, di lmasyarakat, danl autobiografi47. 

Maka pada penelitianl ini menggunakan jejak rekam foto 

dan rekaman suara pada saat wawancara dilakukan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknikl analisisl datal yaitul suatul kegiatanl lpenyelidikan terhadapl 

suatul peristiwal denganl berdasarkan padal datal real agarl dapat 

mengetahuil keadaan yangl sebenar-benarnyal dalaml rangkal 

memecahkan permasalahanl sehingga dapatl ditarikl suatul kesimpulan 

yangl valid danl ilmiah48. 

Dalaml hal analisisl data lkualitatif, Bogdanl menyatakanl bahwal 

analisis datal adalah prosesl mencari ldan lmenyusun secaral sistematis 

datal yang diperolehl dari lhasil lwawancara, catatanl lapangan, danl 

bahan-bahanl lain, sehinggal dapat lmudah ldipahami, danl dapatl dengan 

mudah diinformasikan lkepada orangl lain49. 

Analisisl data padal penelitian inil menggunakan lmetode deskriptifl 

yaitu prosedurl pemecahan masalahl dengan lcara menggambarkanl 

objek penelitianl pada lsaat lsekarang berdasarkanl fakta-faktal 

sebagaimana ladanya, dengan kemungkinanl dianalisis danl 

diinterpretasikan, lbentuknya berupal survei danl studil pengembangan50. 

 
47 Ibid, h. 240 

48 Nur Ahmadi Bi Rahmani, Metodologi Penelitian Ekonomi, (Medan: FBEI 

UINSU Press, 2016), h.77 

49  Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2017), h.244 

50 Sofiyan Siregar, Metode Penelitian Kuantitaf, (Jakarta: PT Fajar Interpratama 

Mandiri, 2013), h. 8 
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Setelahl data-datal yang diperlukanl sudah ltergali ldan lterkumpul, 

makal langkah selanjutnyal mengolah ldata. Adapun pengolahan data 

yang akan dilakukan penulis adalah: 

a. lEditing, adalahl meneliti ldata-data yangl diperoleh ldari 

kelengkapanl jawaban, keterbacaanl tulisan, kejelasanl makna, 

kesesuaianl dan relevansinyal dengan datal yangl lain 51 . 

Dalaml penelitian lini, penelitil melakukan prosesl editingl 

terhadapl hasil datal observasi, lwawancara, ldan ldokumen 

terkaitl asymmetric information pada pembiayaan 

mudharabah. 

b. Data reduction, penulis akan melakukan pemilihan, dan 

pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar 

yang diperoleh. 

c. Data display, setelah data direduksi penulis akan 

mendisplaykan data berupa uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, ataupun flowchart52. 

d. Conclusion Drawing, langkah terakhir adalah menarik 

kesimpulan dan verifikasi. Temuanl dapat lberupa ldeskripsi 

ataul gambaran suatul obyek yangl sebelumnya lmasih lgelap 

sehinggal setelah ditelitil menjadi ljelas, dapatl berupal 

hubunganl kasual ataul interaktif, hipotesisl ataul teori53. 

G. Uji Keabsahan Data 

Pengujianl keabsahanl datal menggunakan lempat lkriteria 

sebagaimanal yang dikemukakanl oleh lSugiyono, lyaitu kepercayaanl 

 
51 Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2005), h. 85 
52 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2017), h.249 
53 Ibid, h. 253 
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(credibility), keteralihanl (transferbility), kebergantunganl 

(dependability), danl kepastian/ dapatl ldikonfirmasi (confirmability). 

1. Kepercayaanl (Credibility) 

Penetapanl kriteria derajatl kredibilitas lpada ldasarnya validitasl 

internal padal penelitian lkualitatif. lKriteria lini berfungsil 

melaksanakan inkuiril sedemikian rupal sehinggal tingkat 

kepercayaanl penemuannya dapatl dicapai ldan mempertunjukkanl 

derajat kepercayaanl hasil lpenemuan denganl jalan pembuktianl 

peneliti padal kenyataan lyang lditeliti.  

Menurut Lincoln dan Guba teknikl yang perlul dilakukanl olehl 

para penelitil adalah sebagai berikut : 

a. lProlonged lEngagement, dimana penelitil harusl menetap dil 

tempat penelitianl denganl kurun waktu cukup lama, lamanya 

waktu penelitianl tidak dapatl ditentukanl secara pasti tergantungl 

pada cakupanl masalahl dalam lpenelitian. 

b. lPersistent lObservation, adalah obeservasi lyang dilakukanl 

secara terusl menerusll untuk emmahami lsuatu gejala dengan 

lebih mendalam untuk menetapkan aspek-aspek penting dan 

dapat memusatkan perhatian pada aspek-aspek relevan dengan 

topik penelitian. 

c. Tringulation, adalah verifikasi penelitian dengan melihat dari 

berbagai sudut dan menggunakan berbagai metode 

pengumpulan data, juga berbagai sumber data. 

d. Pear Debrieffing, adalah verifikasi ldengan ljalan memintal 

kepada koleganyal (bukanl partisipan lyang mengetahuil 

lapangan ltempat lpenelitian). lKolega tersebut dapatl 

menanyakan berbagail hall terkait penelitian hingga peneliti 

dapat mengambil kesimpulan- kesimpulan sementara dan 

kemungkinan adanya penyimpangan. 

e. Negativel Casel Analysist, merupakanl prosedur lanalisis yangl 

digunakan olehl peneliti untukl memperhalusl lkesimpulan-
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kesimpulanl hingga ldiperoleh lkepastian berlakunya kesimpulanl 

tersebut terhadap semua kasus, hingga diperoleh kesimpulan 

terakhir yang menggambarkanl realita ldi llapangan. 

f. Referenciall Adequacyl Cheeks, termasukl pengarsipanl datal 

yangl telah dikumpulkanl selama lpenelitian berlangsung. Arsipl 

inil kemudian digunakanl sebagail bahanl referensi untukl melihat 

apakahl data tersebut dapat dipercaya latau ltidak. Apabilal ada 

lkesesuaian antaral datal dengan kesimpulanl hasil penelitianl 

yang telah melaluil proses validasil maka dapatl dikatakanl 

bahwal kesimpulanl penelitian tersebut dapatl dipercayal 

(credible). 

g. Memberl Check adalahl teknik yangl melibatkan partisipan 

(subjek penelitian) untuk me-review kembali hasil penelitian. 

Teknik ini dilakukan dengan melibatkan subjek penelitian 

untuk me-review data atau informasi, interpretasi dan laporan 

hasil penelitian yang telah disiapkan oleh peneliti. Apabila 

subjek penelitian telah setuju maka kesimpulan hasil penelitian 

dapat dikatakan kredibel54. 

 

2. Keteralihanl (Transferability) 

Keteralihanl pada dasarnyal merupakan lvaliditas eksternall pada 

penelitianl kualitatif. Dapatl terpenuhi ldengan memberikan 

deskripsil secara rincil dan lmendalam tentangl hasil danl konteks 

lpenelitian. lKeteralihan bergantungl pada kesamaanl konsep antarl 

konteks lpengirim ldan lpenerima. Tujuanl dari keteralihanl ini agarl 

orang llain dapatl memahami hasill penelitian, makal peneliti 

 
54 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Tindakan Komprehensif, (Bandung: 

Alfabeta, 2017), h.269 
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lmembuat laporannyal dengan uraianl yang lrinci, ljelas, lsistematis, 

ldan dapatl dipercaya55. 

 

3. Kebergantungan / Realibilitas (Dependability) 

Suatu penelitian dikatakan dependability apabila orang lain 

dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. 

Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan 

cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. 

Caranya dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing 

untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan 

penelitian56. 

 

4. Kepastian (Confirmability) 

Pengujian keabsahan kepastian pada penelitian kualitatif 

disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan 

obyektif apabila hasil penelitian disepakatil oleh banyakl orang. Ujil 

confirmabilityl adalah mengujil hasil penelitianl yang dikaitkanl 

dengan lproses yangl dilakukan. Ujil kepastian dapatl diperoleh 

denganl caral mencaril persetujuan beberapal orang ltermasuk ldosen 

pembimbingl terhadap lpandangan, pendapatl tentang lhal-hal yangl 

berhubungan denganl fokus lpenelitian, dalaml hal lini adalahl data-

datal yang ldiperlukan . 

Dalam penelitian ini penulis memilih Credibility sebagai uji 

keabsahan dengan teknik member check. Dimana penulis 

melibatkan subjek penelitianl yaitul staf Bankl Syariahl Indonesia, 

Bankl Tabungan lNegara lSyariah, dan Bankl Mega Syariahl untuk 

me-review data, informasi, interpretasi dan hasil penelitian, 

sehingga didapatkan kesimpulan hasil penelitian yang kredibel. 

 
55 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2017), h.276 
56 Ibid, h. 277 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Asymmetric Information dalam Penerapan Pembiayaan 

Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia 

Di antara skemal pembiayaan yangl ditawarkan lbank lsyariah, 

skema mudharabahl yang palingl sesuai denganl karakteristik ldebitur 

lskala lkecil. Sesuai dengan pengertian mudharabahl menurut Antonio, 

mudharabahl adalah akadl kerja samal antara dual belah lpihak ldimana 

shahibull maal menyediakanl seluruh modall sedangkan lpihak llainnya 

menjadil pengelolal dan keuntunganl usaha dibagil menurut lkesepakatan 

pada lkontrak, sedangkanl kerugian ditanggungl oleh lpemilik lmodal 

kecuali disebabkan oleh pengelola sendiri. Dengan skema pembiayaan 

seperti ini, pengusaha kecil bisa mendapatkan modal usaha dari bank 

syariah dengan risiko ringan. 

Namun skema pembiayaan inil menuntut adanyal transparansil di 

antara kedual pihakl agar tidak timbul asymmetric information. Dalam 

perjanjian kerja sama tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi 

adanya asimetri informasi, misalnya pihak nasabah memberikan 

informasi laba hasil usaha yang diperoleh mengalami peningkatan 

yang signifikan maka otomatis bank akan memperoleh laba yang besar 

pula, namun karena pengelolaan usaha ada di tangan nasabah 

sepenuhnya, pihak bank hanya tahu ketika menerima laporan yang 

dibuat pengelola dana. Pada saat seperti ini asymmetric information 

terjadi, yaitu dengan memalsukan atau mengubah informasi laba 

kepada pihak bank dengan harapan mendapatkan laba yang lebih besar 

dan memperkaya diri sendiri. 

Pada penelitian ini penulis mencari tahu ltentang lpermasalahan 

asymmetricl informationl pada pembiayaanl mudharabahl dengan 

mewawancarai tiga bankl umum syariahl yaitu PTl Bankl Syariah 
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lIndonesia, PT Bankl Tabungan Negara lSyariah, dan Bankl Mega 

Syariahl sebagai perwakilan Perbankan Syariahl di Indonesia. Masing-

masing bank memiliki produk pembiayaan dengan akad mudharabah 

yang jumlahnya masih sangat sedikit dibandingkan akad musyarakah 

maupun murabahah dan tiap tahunnya jumlah pembiayaan 

mudharabah kian menurun. 

Tabel 4.1 Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah 

Sumber : Annual Report Masing-Masing Bank (data diolah) 

Nama 

Bank 

Nama 

Produk 

Jumlah Pembiayaan Per Tahun (dalam juta rupiah) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Bank 

Syariah 

Indonesia 

(eks Bank 

Syariah 

Mandiri) 

BSM 

Pembiayaan 

Mudharabah 

(Modal 

Kerja) 

3.085.615 3.360.363 3.226.605 1.709.416 793.677 

Bank 

Mega 

Syariah 

Pembiayaan 

Modal Kerja 

dan 

Pembiayaan 

Investasi iB 

1.375.195 - - 1.783.250 2.014.630 

Bank 

Tabungan 

Negara 

Syariah 

Pembiayaanl 

Modall 

Kerjal BTNl 

iBl dan 

Pembiayaanl 

Sindikasi 

BTNl iBl 

 

1.013.242 795.318 616.198 418.625 233.654 

 

Dalam menjalankan pembiayaan akad mudharabah ketiga bank 

diatas maupun bank umum syariah lainnya perlu menerapkan ketelitian 

ekstra untuk meminimalkan risiko. Tingginyal risiko lpada lpembiayaan 

mudharabahl dikarenakan pembiayaanl tersebut memberikanl modal 

lkepada nasabah danl kemudian pendapatanl yang diterimal bank ltidak ltetap 



50 

 

karenal pendapatan dihitungl berdasarkan porsil bagi hasill yangl ditetapkan 

padal awal lakad lpembiayaan.  

Masalah yang dihadapi ketiga bank tersebut dalaml menjalankanl 

pembiayaanl mudharabah merupakanl risiko yangl disebabkan olehl adanyal 

lhubungan lprincipal-agent. Hubunganl ini merupakanl hubungan lantara 

bankl sebagai penyedial danal (shahibul lmaal) danl nasabah lsebagai 

pengelolal danal (mudharib). Pendekatanl Principal-Agentl Literature lyang 

dikembangkanl oleh Rossl memperlihatkan bahwal dalam lsuatu lkontrak 

dapat timbull masalah hubunganl pemilik ldengan lmanajemen. lMenurut 

Rossl masalah inil muncul ketikal ada asymmetricl information ldari lagent 

lterhadap lprincipal. Asymmetric Information adalahl kondisil dimana antara 

kedua belah pihak salah satunya memilikil informasi yangl lebih lbaik 

daripada pihakl lain57. 

Asymmetricl information dapatl terjadi berupal tindakan lmaupun 

informasil yangl disebut hidden action dan lhidden linformation. lHidden 

actionl inilah yang memunculkanl moral hazardl dan lhidden linformation 

yang memunculkanl adverse lselection.  

1. Adverse Selection Pada Perbankan Syariah di Indonesia 

Prinsip mudharabah yang mengutamakan kejujuran dan 

amanah pembiayaanl dengan akadl ini akanl selalul berhubungan 

denganl masalahl principal-agent. Ketiga bank umum syariah yang 

penulis wawancarai pun setuju bahwa salahl satu lpermasalahan 

yangl dihadapi adalahl penyeleksian nasabahl yang akanl diberikanl 

lpembiayaan lmudharabah. Adversel selection merupakanl salah lsatu 

lbentuk lasimetri, informasil yang sebeluml transaksi lkeuangan 

dilakukanl karena peminjaml dengan kualitasl rendah ataul memilikil 

 
57  Zaenal Arifin, “Pengaruh Asymmetric Information terhadap Efektivitas 

Mekanisme Pengurangan Masalah Agensi” dalam Jurnal Sinergi, Vol. 9 No. 2, Juni 2007, 

h. 168. 
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risikol tinggi biasanyal akan mencaril pinjaman denganl bunga ltinggi. 

Calonl nasabah yangl berisiko tinggil akanl sulit lmengatakan 

keadaannya dengan jujur. Hal ini memicu terjadinya lasymmetric 

linformation, yaitu sulitnyal pihak bankl dalam lmengetahui lkarakter 

maupunl kondisi yangl sesungguhnya ldari lnasabah. Beberapa 

adverse selection yangl dapatl terjadi menurut hasil wawancara 

penulis adalah: 

a. Penyembunyian Informasi 

Dalam penyaluran pembiayaanl bank lharus ldapat 

memprediksil usaha nasabahl yang lakan ldibiayai. Usaha yang 

akan dibiayai harusl memiliki prospekl yang bagusl pada masa 

depan sehinggal dapat menghasilkanl keuntungan. Bankl syariahl 

akanl memprediksi bagaimanal profit yangl akan ldihasilkan loleh 

calonl nasabah, apabilal tidak sesuail dengan lkeinginan ldan 

kriterial yang dibutuhkanl oleh bankl maka bankl tidak lakan 

membiayail usaha calonl nasabah ltersebut. 

Manipulasi informasi inil biasanya dilakukan dengan 

mengubah datal keuangan yangl seolah-olahl baik lkondisinya, 

denganl aset, rasiol utang danl modal lyang lbaik. Dalam lhal lini 

nasabahl akan dihadapkanl pada risikol tidakl mendapatkan 

pembiayaanl jikal mencantumkan informasi yang sebenarnya. 

Makal dapat terjadil kemungkinan lnasabah lmemberikan 

informasil yang tidakl sesuai untukl dapat meyakinkanl pihakl 

bankl bahwa usahanyal layak untukl mendapatkan lpembiayaan. 

Padal kontrak bagil hasill seperti mudharabah, ljumlah lprofit 

tidakl dijanjikan ldalam lkontrak. Skemal bagi hasill ditetapkan ldi 

muka danl akan tetapl berlaku berapal pun profitl yang ldiperoleh 

mudharibl dari usahal yang ldijalankan. lDengan ldemikian, 

mudharibl menjadi kurangl termotivasi untukl mencapai lsuatu 

jumlahl profit tertentul hal inil menyebabkan lmudharib lakan 

menyatakanl bahwa dirinyal memiliki karakteristikl tinggi lpada 
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saatl pengajuan kreditl atau pembiayaanl dan lmemperoleh lrasio 

bagil hasil yangl tinggi untukl dirinyal sendiri. 

 

b. Karakter Asli Nasabah Yang Ditutupi 

Dalaml menyeleksi pembiayaanl produktif ldengan lakad 

mudharabahl pihak bankl tidak dapat lhanya lmengandalkan 

verifikasil informasil yang telah dibuat lcalon lnasabah. lTentu 

sajal pihak bankl harus memverifikasil kebenaran datal yang 

diberikan calon lnasabah. 

Namun sebagail lembaga keuanganl berbasis profitl bankl 

merasa kesulitan melakukanl verifikasi denganl biayal tinggi58, 

sehingga pihak bank harus lebih teliti dalam manajemen biaya.  

Selain pengecekan SID (Sistem Informasi Debitur pada BI 

Checking), beberapa cara yang dilakukan di sebagian besar 

perbankan syariah di Indonesia adalahl dengan lmenghubungi 

orangl terdekat nasabahl untuk dilakukanl wawancara ldan 

mengecekl langsung usahal yang akanl dibiayai loleh lbank, 

wawancaral ini dapatl dilakukan secaral langsung maupunl 

secaral tidak llangsung. Wawancaral secara tidakl langsung lini 

merupakanl upaya daril bank dalaml meminimalkan lbiaya 

lverifikasi, karena wawancaral melalui teleponl tentu lakan 

menggunakanl biaya yangl lebih sedikitl jika ldibandingkan 

denganl wawancara kunjunganl langsung lkepada lnasabah. 

 

c. Kesalahan Analisa Bank 

Salah satu permasalahan perbankan syariah di Indonesia 

adalahl kesalahan dalaml menganalisis kemampuanl nasabahl 

lpembiayaan lmudharabah. Dimanal analisisl nasabahl yangl 

 
58 M. Fajar Lubis, Business Banking Relationship Manager, wawancara di Bank 

Mega Syariah Medan, tanggal 18 Agustus 2021 
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terdiril dari lCharacter, lCapacity, lCapital, lCollateral, ldan 

Conditionl bertujuan untuk mengetahui lebih banyak tentang 

nasabah sehingga dapat ditentukan jumlah yang dapat 

diberikan dan mengetahui kemampuan nasabah dalam 

membayar kembali dana yang dipinjamkan. 

Asymmetricl information menyebabkanl kesalahan lanalisa 

daril pengusul lpembiayaan lmudharabah. Jikal kesalahan ldalam 

menganalisis tidakl disadari olehl pihak bankl maka lpada 

tahapanl pembiayaan selanjutnyal akan mengalamil kesalahanl 

lpula. 

 

2. Moral Hazard Pada Perbankan Syariah di Indonesia 

Moral hazard merupakan tindakan yang di ambil secara 

sengaja agar tujuan dapat tercapai. Satul pihak ataul lebih lyang 

sedang ataul akan melangsungkanl suatu transaksil usahal tanpa 

diketahui pihak lain. Moral hazard terjadi karena lrendahnya 

kualitasl karakter lnasabah, danl terbatasnya cakupanl isi lkontrak 

yangl menyebabkan nasabahl mudah lterdorong lmelakukan 

lmoral lhazard, sertal tidak optimalnyal sisteml monitoring59. 

Morall hazardl umumnya terjadil padal produk berbasis 

equity financing seperti mudharabah dan musyarakah. Apalagi 

akadl mudharabah tidakl mensyaratkan jaminanl dan ljuga 

memberikanl hak penuhl pada mudharibl untuk lmenjalankan 

usahal tanpa campurl tangan shahibull maal danl bila terjadi 

kerugianl maka ditanggung olehl shahibul maall kecualil 

kesalahanl terjadi pada lmanajemen, sehingga menyebabkan 

pembiayaanl mudharabah rentanl terhadap lmoral lhazard.  

 
59 Andy Fathur Rahma, “Analisis Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Moral Hazard 

Nasabah Pembiayaan Mudharabah”, (Tesis, Program Magister Studi Islam Universitas Negeri 

Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), h. 114. 
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Morall hazardl timbull setelah lakad lpembiayaan 

ditandatanganil dan danal telah dlisalurkan. Ketikal dana ldikelola 

olehl mudharib, aksesl informasi bankl terhadap usahal yang 

dijalankan mudharibl menjadi lterbatas. Dalaml hal inil mudharibl 

bisa memanipulasil jumlah profitl yangl dihasilkan dengan 

tujuan agarl bagi hasill kepada pemilikl dana lebihl rendah ldari 

yangl seharusnya ldibagikan. 

Selain merugikan perbankan, perilaku moral hazard juga 

dapat merugikan nasabah yang melakukan moral hazard itu 

sendiri. Konsekuensi dari perilaku tersebut nasabah akan 

terancam blacklist oleh Bank Indonesia, dan nasabah tersebut 

akan kesulitan memperoleh pembiayaan di seluruh lembaga 

keuangan di masa depan. Adapun beberapa masalah yang 

dihadapi perbankan syariah di Indonesia terkait moral hazard 

adalah : 

a. Penyimpanganl pada Etikal dan lKontrak 

Kurangnya etika syariah yang dimiliki nasabah memicu 

terjadinya penyimpangan. Penyimpanganl ini berupa 

kurangnyal tanggung jawabl dari nasabahl yang ltidak 

amanahl dalam mengelolal dana yangl diberikan olehl pihakl 

lbank. 

Hall ini akanl memunculkan suatul tindakan lyang ltidak 

lsesuai lSOP, prinsip lkehati-hatian, danl kesengajaan ldalam 

melakukanl tindakanl penyalahgunaan denganl tujuan luntuk 

memperkayal diri lsendiri. Hal ini yang sering diterapkan 

nasabah sebagai salah satu indikasi pembiayaan maka 

biasanya mereka enggan memenuhi kewajibannya. 

b. Pelaporan Jumlah Profit 

Morall hazard selanjutnyal dapat lberupa lpelaporan 

jumlahl profit yangl tidakl sesuai dengan kebenaran. lDimana 

nasabahl pembiayaan mudharabahl akan lmemanipulasi ldata 
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tentangl jumlah profitl yangl dihasilkan sehingga dapat 

dinyatakan bagil hasil nasabahl kepada pihakl bank lmenjadi 

lebihl rendah daril yang lseharusnya ldibagikan. Disini sudah 

jelas bahwa tindakan ini menguntungkan satu pihak yang 

berbeda dengan kesepatakan di awal. 

c. Side Streaming (Penyimpangan Penggunaan Kredit) 

Side streaming yaitul penyalahgunaan akadl yang ltidak 

sampail pada tujuanl yang lsemestinya. Artinyal nasabahl 

menggunakanl dana bukanl seperti yangl disebutkan ldalam 

kontrak60. 

Meskipun sudah menjalankan SOP dengan baik, tidak 

dapat dipungkiri bahwa bankl tidak mungkinl melakukanl 

pengawasanl terus menerusl secara intensifl kepada lnasabah 

lpembiayaan. Hall ini menyebabkanl masalah merasal kurangl 

diawasi sehinggal kewajiban atasl pembiayaan lkepada lbank 

tidakl dipenuhi denganl baik danl nasabah ldimungkinkan 

akanl melakukan penyimpanganl dalam mengelolal dana61. 

Sidel streaming yangl dilakukanl pengelola dana lmenjadi 

risiko tersendiril bagi bankl terhadap lpenurunan 

kolektabilitas pengembalianl pembayaran lkewajiban 

nasabah. Menurut ketiga dimintai dokumen pendukung 

tambahan sebagai langkah pencegahan risiko 

penyalahgunaan dana yang diberikan. 

d. Keterbatasan Bank 

Keterbatasan bank yang tidak dapat memantau usaha 

nasabah adalah masalah lain dari moral hazard. Hal ini juga 

diakui Bapak Aris selalu Branch Manager Bank Mega 

 
60 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema 

Insani, 2001), h. 98 
61 M. Fajar Lubis, Business Banking Relationship Manager, wawancara di Bank Mega 

Syariah Medan, tanggal 18 Agustus 2021 
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Syariah Medan pada saat penulis melakukan wawancara. 

Beliau mengatakan sulit untuk memantau usaha nasabah 

satu persatu namun untukl mengukur adal tidaknya lindikasi 

morall hazard padal penyaluran pembiayaanl dapat 

dilakukan denganl melihat rasiol NPFl (Nonl Performingl 

lFinancing). 

NPFl merupakan rasiol antara lpembiayaan lbermasalah 

denganl total pembiayaanl yang disalurkanl oleh lbank 

lsyariah. Semakinl besar nilail NPF makal semakin lburuk 

kinerjal bankl tersebut62.  

Hubunganl antara NPFl dan indikasil moral lhazard 

adalahl ketika lNPF ltinggi, makal ada indikasil moral lhazard. 

Oleh karena itu perbankan syariah harus tetap 

memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga NPF dapat 

dijaga. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Friyanto dikatakan bahwal sepanjang tahunl 2009 ltingkat 

NPFl bank perlul ditekan sehinggal bank harusl fokus lpada 

lupaya-upaya pemeliharaanl dan monitoringl debitur lsecara 

berkala63. 

 

B. Dampak Asymmetric Information dalam Penerapan Pembiayaan 

Mudharabah Pada Perbankan Syariah  

Asymmetricl information yangl terjadil pasti lmenimbulkan 

berbagail dampak terhadap bank dan produk pembiayaan. lDampak 

negatifl yang timbull akibat adversel selection adalahl dapatl terjadinya 

kesalahan analisa. Dimana penyembunyian informasi yang dilakukan 

nasabah membuat bank sulit mengetahui karakter nasabah sebenarnya. 

 
62 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta : AMPYKPN, 2008). 
63 Friyanto, “Pembiayaan Mudharabah, Risiko, dan Penanganannya (Studi Kasus 

pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang) dalam Jurnal Manajemen dan 

Kewirausahaan, Vol. 15 No.2, h. 116. 
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Apabilal kesalahan dalaml analisa terjadil maka lpembiayaan 

mudharabahl pada tahapanl selanjutnya akanl mengalami lkesalahan 

lpula. 

Sedangkanl dampak yangl akan ditimbulkanl dari perilakul morall 

hazardl berupa tindakanl penyimpangan pengelolaanl dana lakan 

berdampakl pad tingkatl bagi hasill yang didapatl oleh bankl dari lusaha 

ltersebut. Dimana tingkatl bagi hasill yang didapatl oleh lbank ltidak 

sesuail dengan yangl telah diprediksikanl di awal sehinggal berdampak 

padal kualitas lpembiayaan, danl dimungkinkan padal tahun-tahunl 

selanjutnyal nasabahl pada pembiayaanl mudharabah akanl mengalami 

penyusutan seperti saat ini. Hal inilah yang menjadi penyebab 

tingginyal risiko padal pembiayaan mudharabahl dimana lpengembalian 

keuntunganl yang tidakl pasti sertal kurangnya linformasi lyang 

didapatkanl salah satul pihak dalaml hal inil perbankan syariahl di 

Indonesia. 

 

C. Penanganan Asymmetric Information dalam Penerapan 

Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia 

Pembiayaanl dengan akadl mudharabah akanl selalu lberisiko 

terhadapl asymmetric linformation. Hall ini dikarenakanl adanyal 

perbedaanl kepentingan danl tingkat risikol yang ditanggungl antaral 

kedua belahl pihak yaitul bank dan nasabah. 

Untukl meminimalisir permasalahan asymmteric information, 

perbankan syariah di Indonesia perlu solusil untuk lmengatasi 

permasalahanl asymmetric linformation. Perbankanl perlul mengadakan 

langkahl memperkuat lmanajemen lrisiko, sepertil screening ldan 

monitoringl terhadapl segala pembiayaan berisiko agar dapat 

meminimalkan dampakl negatif daril adverse selectionl dan lmoral 

lhazard. Adapun yang biasa dilakukan perbankan syariah di Indonesia 

adalah : 
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a. Screening  

Screening adalah bagianl dari prosesl analisa yangl dilakukan lpada 

awall prosedur lpembiayaan lmudharabah. Prosesl ini dilakukanl untuk 

melihatl dan menilail karakterl sesunghnya daril calon lnasabah lserta 

linformasi-informasi lainnyal untuk kepentinganl pembiayaanl 

mudharabahl yang kemudianl akanl dianalisis melaluil dokumen lyang 

ldiajukan. 

Selain screening terhadap karakter nasabah, diperlukan juga 

screening atas proyek atau usaha yang dilakukan nasabah, sehingga 

perbankan mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang tingkat 

risiko pembiayaan yang diajukan. Dalaml pemberian pembiayaanl bankl 

harusl memperhatikan analisis 5C, lyaitu: 

1) lCharacter, untukl mengetahui itikadl baik danl kejujuran lcalon 

lnasabah. 

2) lCapacity, untukl melihat kemampuanl calon lnasabah ldalam 

mengembalikanl pokok pinjamanl serta lbagi lhasilnya.  

3) lCapital, bankl harus mengetahuil modal yangl dimiliki lcalon 

nasabah sehinggal tidak mengandalkanl 100% dana daril nasabah. 

4) Conditionl of lEconomy, bankl harus yakinl bahwa lkondisi 

ekonomil akan menunjangl dan tidakl menghambat lkelancaran 

usahal yang ldijalankan. 

5) lCollateral, jaminanl yang dapatl diberikan calonl nasabah luntuk 

pengamananl bagil pembiayaan yang diberikan lbank. 

Muhammad menjelaskanl untuk mengurangil permasalahanl 

agencyl pada kontrakl mudharabah, pemilikl dana dapatl menerapkanl 

screeningl terhadap latribut/kriteria lproyek lmudharib. Dalaml hal lini 

adal beberapa atributl atau kriterial proyek yangl dapat ldijadikan 

pertimbanganl dalam pembiayaanl mudharabah, lyaitu : 

1. Memilikil risiko bisnisl minimal, yaitul penyimpangan hasill aktuall 

bisnisl yang terjadil tidak jauhl dari lperkiraan. 
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2. Sisteml informasi akuntansil yang ltertib, transparanl dan lbenar 

dalaml pelaporan lkeuangan. 

3. Biayal pemantauan proyekl yang lrendah. 

4. Proyekl memiliki tingkatl return lbaik. 

5. Proyekl memiliki tingkatl kesehatan lyang lbaik, diukurl dari lrasio 

keuanganl dan manajemenl yang lbaik. 

6. Jaminanl atas lproyek. 

7. Arusl kas lproyek, yaitul untukl mencocok antaral target lpendapatan 

bankl dari yangl diharapkan denganl hasil laktual lbank. 

8. Jangkal waktu ataul lamanya waktul pembiayaan yangl disepakatil 

antaral kedua lbelah lpihak. 

9. Usial proyek yangl telah lberlangsung. Dalaml hal inil Muhammad 

berpendapat bahwa proyekl yangl belum mencapai 3 tahun 

kemungkinan sulit mendapatl pembiayaan ldengan lkontrak 

lmudharabah. 

10. Prospek proyekl yang lbaik. 

11. Kelangsunganl atau keberlanjutanl perkembangan lusaha 

lkedepannya. 

12. Klausall dan persyaratanl kontrak latas lproyek. 

 

Untukl atributl atau kriterial mudharib yangl layak ldibiayai ldengan 

kontrakl mudharabah adalahl mudharibl dengan lciri-ciri lberikut : 

1. Memilikil keahlian padal bidang usahanya 

2. Dikenall oleh lpasar, atau sudahl memilikil popularitas di kalangan 

rekananl bisnis danl masyarakat lpada lumumnya. 

3. Mampul mengoreksi lrisiko-risiko yangl mungkin terjadil dalaml 

usaha. 

4. Memilikil jaminan untukl mencegah terjadinyal penyimpangan lyang 

dilakukan loleh lmudharib.  

5. Berasall dari lkeluarga lpebisnis 

6. Mudharibl memiliki komitmenl yang tinggil atas lusahanya. 
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7. Memilikil wawasan, lkreatif, inovatif, danl dapat menjelaskanl sertal 

meyakinkanl para lcalon lpembelinya. 

8. Memilikil usaha lsendiri, yaitul jelasnya suatul kepemilikan lobjek 

lyang lditransaksikan.  

9. Memilikil hubungan historisl dengan lpemilik ldana. 

10. Mampul menangkap lpeluang lbisnis. 

11. lTrack-recordl mudharib64. 

 

Karakter mudharibl akan menentukanl produktivitasnya ldalam 

menghasilkanl profit danl prioritas terhadapl level upayal yang lakan 

ldilakukannya. Dengan adanya batasan dan kriteria yang menjadi patokan 

sebelum pembiayaan dilakukan, diharapkan dapat menurunkan risiko dari 

pembiayaan mudharabah. 

 

b. Verifikasi 

Dalam upaya penanganan asymmetric information perbankan 

syariahl harus melakukanl verifikasil atas datal yangl telah ldiberikan 

olehl nasabahl sudah valid atau tidak dan dapat 

dipertanggungjawabkan atau tidak. Verifikasi dapat dilakukan 

dengan beberapa metode di antaranya On The Spot (OTS), Trade 

Checking atau Personal Checking. 

On The Spot adalah kunjungan langsung ke tempat 

usaha/domisili calon (debitur) yang dimaksudkan untuk mengecek 

kebenaran data dengan melihat secara fisik tempat usaha atau 

domisili dan agunan, serta menggali aktivitas usaha debitur.  

Tradel Checking dimaksudkanl untuk lmengetahui/menilail 

debiturl dalam menjalankanl kegiatan lbisnisnya, hubunganl dagangl 

yangl telah dilakukanl oleh lcalon ldebitur, ldan lbagaimana 

 
64 Agus Sarono, “Analisis Problem Pembiayaan Mudharabah Serta Solusinya”, 

dalam Jurnal Diponegoro Private Law Review, Vol. 4 No. 1, Februari 2019. 
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manajemenl perusahan/debiturl dalam melakukanl kegiatanl 

lbisnisnya. Tradel Checking dilakukanl kepada lsupplier, lpelanggan, 

ldistributor, asosiasil terkait usahal debitur, danl pihak llain lyang 

dipandangl perlu loleh lbank. Checkingl juga dapatl dilakukanl untuk 

menentukan kebenaran data personal calon debitur, seperti tempat 

tinggal, penghasilan, pekerjaan, legalitas usaha, dan omset 

penjualan bagi debitur wirausahawan. 

 

c. Monitoring 

Seperti yang telah disebutkan lsebelumnya lpermasalahan 

asymmetricl information dapatl diatasi denganl cara lmonitoring. 

Monitoringl diartikanl sebagai alatl yangl digunakan luntuk 

pemantauanl pembiayaan, agarl dapat diketahuil sedini lmungkin 

(earlyl warning lsystem) deviasil yang akanl membawa lakibat 

terjadinyal mutu lpembiayaan. Denganl ini ldimungkinkan 

mengambill langkah-langkahl untuk tidakl timbul lkerugian. 

Pengawasanl pembiayaan dapatl diartikan sebagail salah lsatu lfungsi 

manajemenl yang berupayal untuk menjagal dan lmengamankan 

pembiayaanl sebagai lkekayaan. Danl dapat mengetahuil terms lof 

lendingl suatu lasumsi-asumsi sebagail dasar lpersetujuan 

pembiayaanl tercapai ataul terjadil penyimpangan65.  

Sejalanl dengan teoril yang telahl dikemukakan lmonitoring 

biasanya dilakukanl perbankan syariah denganl memintal 

rekonsiliasil daftar nominatifl end luser. Dimana bank akanl 

memintal pihak nasabahl melaporkan secaral berkala ldana 

pembiayaanl yang ldiberikan lbank. Padal saat monitoringl yang ltelah 

ditetapkanl pihak bankl akan memintal update datal end luser ldan 

akanl dilihat apakahl end userl tersebut masihl melangsungkanl 

 
65 Veithzal Rivai dan Andria Permata, “Islamic Finansial Management”, (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 488-489 
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pembiayaanl dengan lembagal keuangan tersebutl atau ltidak. 

Menurut ketiga bankl syariah yang penulis wawancarai, cara di atas 

cukup efektif dilakukan karena dampakl penerapannya lyang 

berhasill menekan masalahl asymmetric linformation. 

 

d. Penerapan Etika Syariah 

Berdasarkan wawancara penulis dengan tiga bank syariah, 

penyebab rendahnya pembiayaan mudharabah adalah kurangnya 

etika syariah pebisnis dalam menjalankan usaha sehingga 

pembiayaan mudharabah yang merupakan kerja sama yang 

mengedepankan kejujuran sulit dijalankan. 

lSecara lteori, permasalahanl asymmetric informationl dapat ljuga 

diatasil dengan lprinsip-prinsip agamal yang dapatl diguanakan 

sebagail pengendali diril agarl seseorang tidakl berbohong (hazard), 

tetapil mereka dapatl jujur dalaml menyampaikanl hasil lusaha lyang 

ldiperoleh. Hal ini dimungkinkanl dapat membentukl pelaku lkontrak 

mudharabahl dapat menjalankannyal dengan benarl dan ldapat 

mengurangil atau mencegahl terjadinya perilakul curang, lseperti 

perilakul tidak jujurl atau aktivitasl lain yangl dalam lteori lkeuangan 

disebutl dengan morall hazard66. 

Menurut Triyuwono, etikal syariah dalaml organisaisi lbisnis 

menjadi konsekuensil logis penggunaanl metafora lamanah. lAplikasi 

secaral teknis metaforal amanah dalaml realitas kemitraanl usahal 

adalahl dengan lzakat. Pembiayaanl mudharabah lyang 

dimetaforakan zakatl mengharuskanl operasional lusaha lyang 

menjadil oyek kemitraanl dan hasill dari obyekl kemitraan lharus 

berorientasil pada lzakat. Kerja sama yangl menjadikan lzakat 

sebagail tujuan lakhir, akanl menjunjung etikal syariah lseperti 

 
66 Muhammad, “Penyesuaian Masalah Agensi (Agency Problem) dalam Kontrak 

Pembiayaan Mudharabah”, dalam Jurnal UNISIA UII Yogyakarta, 2009, h. 3 
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lkejujuran, kepercayaan, lkeadilan, baikl dari lpelaku, lproses, hingga 

distribusil akhir kerjal sama67. 

Prinsip-prinsip yangl ditekankan etikal syariah ldapat 

mengendalikanl diril seseorang agarl tidak lmelakukan 

penyimpanganl dengan tetapl amanah dalaml mengelola ldana lyang 

diberikanl oleh lpihak lbank, sertal tetap jujurl dalam melaporkan 

hasill usahanya kepadal pihak lbank. Hall inilah yangl membedakanl 

perbankanl syariah danl konvensional yaitul diberlakukannya letika 

danl prinsip-prinsipl agama yangl akan membatasil nasabah ldalam 

melakukanl tindakan lpenyimpangan. Yangl kemudian lakan 

mengendalikanl perilaku nasabahl sehingga mencegahl terjadinyal 

ltindakan-tindakan lpenyimpangan. 

Berdasarkanl uraian dil atasl permasalahan lasymmetric 

informationl harus dapatl di atasi karena segala bentuk kecurangan 

dan penipuan melanggar prinsip syariah pada perbankan syariah. 

Menurut Friyanto ada beberapa langkah yang dapat digunakan 

sebagai alternatifl pemecahan masalahl antara llain: 

1) Menetapkanl Klausul Nilail Maksimal Rasiol Utang 

Terhadapl Modall 

Untukl mengurangi danl mengantisipasi lrisiko, makal bankl 

syariahl dapat menetapkanl kausul tertentul pada lsaat 

pembiayaanl mudharabahl dilakukan. Bilal porsi lmodal 

mudharibl relatif tinggil maka insentifnyal untuk berlakul tidakl 

jujurl akanl menanggung kerugian. Denganl adanyal klausul 

tersebutl dapat memperkecill masalah asimetril informasi latau 

agensil dalam pembiayaanl bagi lhasil. 

2) Menetapkanl Rasio Maksimall Aset Tetapl Terhadap lTotal 

lAset 

 
67 Satia Nur Maharani, “Mereduksi Agency Problem pada Kontrak Mudharabah 

Melalui Perspektif Metafora Amanah” dalam Jurnal Prosiding Seminar Nasional dan 

Call for Papers Ekonomi Syariah, h. 146 
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Salahl satu persyaratanl pengajuan lpembiayaan ladalah 

adanyal asetl tetap berwujudl yang dapatl dijaminkan. lSemakin 

besarl nilai asetl tetap berwujudl yang dimilikil oleh lnasabah 

maka semakinl besar pinjamanl yang ldapat ldiperoleh. lDengan 

mengusulkanl diadakannya syaratl rasio maksimall aset ltetap 

terhadapl total asetl pada lbisnis lmudharib, diharapkan ldana 

mudharabahl tidak digunakanl untuk investasil pada laset ltetap 

lsecara lberlebihan. 

3) Menetapkan Syarat Diadakannya Monitoring 

Seperti yang telah penulis sebutkan di atas bahwa ketiga 

bank yang penulis wawancarai mengatakan harus ada 

monitoring untuk pencegahan segala macam risiko termasuk 

asymmetric information. Dalam pembiayaanl mudharabah, lada 

beberapal jenis daril bisnis mudharibl yang tidakl dapat ldilihat 

lsecara ltransparan. Jika banyakl dari arusl kas mudharibl yangl 

tidakl dapat diketahuil secara transparanl maka lbesarlah 

doronganl mudharib untukl berperilaku lmenyimpang. 

4) Menetapkan Bagi Hasil dengan Akad Revenue Sharing 

Menurut Friyanto perhitungan pembagian hasil usaha 

dengan pendekatan revenuel sharingl (pendapatanl yang lbelum 

dikurangil denganl biaya operasional danl komisi) akanl lebih 

mudah, dan sangat membantu bank dimana bank tidak 

memerlukan petugas yang memiliki spesifikasi khusus tentang 

bisnis tertentu untuk dapat melakukan kontrol dan monitoring 

terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan nasabah. 

5) Menatapkan Preferensil Nasabah Denganl Menetapkanl 

Pembayaranl Zakatl 

Caral ini diajukanl Friyanto sebagail alternatif ldengan 

pertimbanganl bahwa implikasil dari segalal bentuk lkecurangan 

danl penipuan tidakl dapat ditolerirl dalam penentuanl danl 

pembayaranl zakat. Peningkatanl kualitas preferensil mudharibl 
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dalaml menerima amanahl dari shahibull maal danl amanahl 

dalaml mengelola modall yangl diberikan68. 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menemukan bahwa 

alternatif solusi di atas memiliki kelebihan dan kelebihan yang 

tetap harus diperhatikan saat pembiayaan diajukan. Perbankan 

syariahl harusl tetap lberhati-hati dalaml pengambilan keputusan 

sebelum pembiayaanl dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

  

 
68  Friyanto, “Pembiayaan Mudharabah, Risiko, dan Penanganannya dalam 

Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 15 No. 2, September 2013, h. 115 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkanl analisisl danl pembahasan yangl telahl ldisampaikan 

padal babl lsebelumnya, makal penulis lmengambil lbeberapa kesimpulanl 

untuk menjawabl pertanyaan daril rumusan lmasalah padal penelitian lini. 

Berikutl kesimpulan daril penelitian lAnalisis Asymmetricl Informationl 

Dalam Pembiayaanl Mudharabahl Pada Perbankan Syariah Indonesia: 

1. Asymmetricl information yangl terjadi padal perbankan syariahl 

di Indonesia berupal adverse selectionl dan lmoral lhazard. 

Adverse selectionl adalah asymmetric information yang terjadil 

sebelum berlangsungnyal akad lpembiayaan lmudharabah, 

masalahl yang terjadil berupa lpenyembunyian informasil atas 

usahal yang dijalankanl nasabah, ldan kesalahanl dalaml 

menganalisis lcalon lnasabah. lHal lini dikarenakan 

ketidakseimbanganl informasi antaral nasabahl danl pihak lbank, 

dimanal nasabah lebihl mengetahui lkondisi usahanya sedangkan 

bankl hanya mengandalkanl informasil padal data yangl diberikan 

nasabahl dan lproses lverifikasi. 

2. Asymmetricl information padal perbankan syariahl ini ldapat 

menimbulkanl dampak negatifl bagi lpihak lbank. lPada adversel 

selection akanl berdampak padal potensi lmunculnya risikol 

gagal lbayar. Sedangkanl pada morall hazard lakan menimbulkanl 

penurunan kualitasl pembiayaan, ldan dimungkinkanl dampak 

berupa penurunan kualitas pembiayaan. 

3. Penanganan asymmetricl information ldapat ldilakukan denganl 

berbagai lupaya. lPertama, dengan lscreening lyang optimall 

sebelum pembiayaanl dilakukan. lKedua, melakukanl verifikasi 

langsungl maupun tidakl langsungl untuk memastikanl data 
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nasabahl adalah benar danl dapatl ldipertanggung ljawabkan. 

lKetiga, melakukanl monitoringl secaral berkalal untuk 

pengamananl dan lpemantauan terhadapl pengelolaan modall 

yangl dilakukan lnasabah sehingga risiko bisa diantisipasi. 

 

B. Saran  

Berdasarkanl hasil analisal dan pembahasanl dari lpenelitian 

penelitian Analisisl Asymmetric Informationl Dalam lPembiayaan 

Mudharabahl Pada Perbankan Syariah Indonesia, terdapat beberapa hal 

yang penulis sarankan yaitu : 

1. Perbankan syariah hendaknya lebih optimal lagi dalam 

menawarkan pembiayaan mudharabah dan mengoptimalkan 

prosedurnya dengan memperhatikan prinsipl kehati-hatianl 

dalaml menilai karakter llcalon nasabah. 

2. Masyarakat sebaiknya menjalankan prinsip agama dengan 

mengedepankan moral dan etika syariah dalam kehidupan 

sehari-hati sebagai pengontrol diri, sehingga tidak akan 

terdorong melakukan pelanggaran terhadap kontrak yang telah 

disepakati. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menjelaskan situasi 

asymmetric information berdasarkan kasus yang pernah terjadi 

pada perbankan syariah sehingga lebih mendalam dan mudah 

dipahami. 

4. Penelitian dapat diperluas dengan menjadikan lebih banyak 

bank syariah sebagai sampel dan bukan hanya pembiayaan 

mudharabah saja yang diteliti namun akan berbasis bagi hasil 

lainnya. 
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LAMPIRAN 

 

Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian Analisis Asymmetric Information 

dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah 

di Indonesia 

 

A. Pembiaayaan Mudharabah 

1. Apa produkl pembiayaan yangl menggunakan akadl mudharabahl pada 

lbank lsyariah? 

2. Apal yang mempengaruhil rendahnya pembiayaanl mudharabah lpada 

lbank lsyariah? 

3. Karakteristikl apa sajal yang menjadil penilaian lpembiayaan 

mudharabahl pada bank syariah? 

4. Bagaimanal prosedur pemberianl pembiayaan mudharabahl pada bank 

lsyariah? 

5. Bagaimanal proses screeningl yang dilakukanl oleh lbank ldalam 

menjalankanl pembiayaan lmudharabah? 

 

B. Asymmetric Information 

1. Apakahl bankl syariah lbenar-benar mengetahuil kualitas lkebenaran 

proposall pengajuan lpembiayaan lmudharabah? 

2. Bagaimana kriteria permasalahan yangl dianggap asymmetric 

information menurut bank syariah? 

3. Bagaimana asymmertric informationl dapat terjadil pada lpembiayaan 

lmudharabah? 

4. Apal dampak yangl ditimbulkanl oleh lasymmetric linformation? 

 

C. Monitoring  

1. Apakahl penggunaan danal mudharabah olehl nasabah ldapat ldiketahui 

denganl jelas loleh lbank? 

2. Bagaimanal ketentuan monitoringl yangl dilakukan oleh bank syariah? 
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D. Penanganan Asymmetric Information 

1. Bagaimanal caral perbankan syariahl menekan latau lmeminimalisir 

terjadinyal asymmetric linformation? 

2. Bagaimanal cara penangananl terhadap asymmetricl information lyang 

telahl terjadil pada perbankan lsyariah? 
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Alamat  : Jalan Perhubuangan No. 77 Dusun V Cempaka 

Desa Laut Dendang 

Status    : Belum Menikah 

No. Hp/WA   : 081368298116 

Email    : inniaisyah@gmail.com 

Anak ke   : 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara 

Nama Orang Tua  

 Ayah   : Safaruddin, S.S 

 Ibu    : Nani Triana 

 

II. RIWAYAT PENDIDIKAN 

 

1. Tahun 2004 – 2005  : TKA Abdurrahman Bin Auf 

2. Tahun 2005 – 2011  : SD Negeri 060875 

3. Tahun 2011 – 2014  : MTs Swasta Al-Hasanah Medan 

4. Tahun 2014 – 2017  : MAN 2 Model Medan 

 

III. RIWAYAT ORGANISASI 

1. Tahun 2017 – 2020  : KSPMS Golden UIN Sumatera Utara 

2. Tahun 2019 – 2020  : Sahabat Beasiswa Chapter Medan 
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